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Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo merupakan
qedung perkantoran yang terletak di kota Administrasi Kulon Progo, dimana dalam
perkembangannya dinilai tidak representative lagi atau tidak dapat mewakili status
gedung sebagai wadah aktifitas anggota Dewan Legislatif Daerah. Ketidaksesuaian
tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
anggota DPRD setelah era Reformasi berlangsung, perubahan-perubahan pada
sistem dan sistim pemerintahan saat era Reformasi serta ketidaksesuaian antara
kebutuhan dan kapasitas ruang.

Pada analisa, metode penulisan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu analisa
fungsional bangunan yang membahas tentang kedudukan site, fungsi umum
bangunan dan fungsi ruang serta besarannya. Kelompok yang kedua adalah analisa
citra dan kesan bangunan yang membahas tentang dasar-dasar kesan keterbukaan
dan kewibawaan yaitu dasar-dasar umum yang dapat membentuk ekspresi bangunan
yang berkesan terbuka dan wibawa serta citra bangunan yang kontektual pada
bangunan Joglo sebagai bangunan tradisional Kulon Progo yang membahas tentang
metode penerapan arsitektur tradisional secara analogi dan simbolisasi dengan
metode preseden. Kelompok ketiga dalah analisa dasar perancangan yang
membahas penerapan dasar perancangan dengan unsur penampilan bangunan
melalui kesesuaian penerapan kesan dan citra bangunan yaitu, kesesuaian dasar
perancangan dengan kesan dan citra yang dapat diterapkan melalui unsur-unsur
penampilan bangunan.

Hasil pengembangan pada analisa merupakan dasar-dasar yang diambil
untuk menyusun konsep perancangan, yaitu penerapan dari analisa satu dan dua
yang diterapkan pada analisa ketiga meiiputi konsep penentuan site, konsep
kebutuhan ruang, konsep hubungan dan organisasi ruang, konsep tata masa, konsep
penataan ruang dan lanscape, konsep perletakan sirkulasi serta konsep pembentukan
fasade, struktur dan utilitas yang semuanya dihubungkan dengan penerapan kesan
dan citra bangunan yang kontektual dengan arsitektur tradisional Kulon Progo.
Penerapan kesan Keterbukaan dimaksimalkan pada ruang-ruang publik sedangkan
kesan Kewibawaan dimaksimalkan pada ruang-ruang prifat, serta citra bangunan
yang kontektual pada bangunan Tradisional diterapkan pada vasade bangunan,
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PENDAHILI AN

i.i Latar Beiakang

1.1.1 Gedung DPRD

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan wadah aktifitas lembaga
pemerintahan dan anggota Dewan Legislatif dalam bentuk bangunan. Aktivitas keg.atan
tersebut berhubungan dengan dua unsur yaitu Keiembagaan Eksekut.f dengan masyarakat
dimana keduanya mempengaruhi tugas dan wewenang dan anggota Dewan Legislatif tersebut.
Hubungan DPR dengan Lembaga Pemerintahan merupakan hubungan kerja yang berkait
dengan wewenang DPR sebagai pengontrol Pemenntah (Lembaga Eksekutif), sedangkan
hubungan dengan masyarakat merupakan hubungan tugas dan DPR sebagai penampung
aspirasi rakyat yang akan disampaikan kepada Pemenntah. Tugas dan wewenang yang
berkaitan dengan dua unsur tersebut merupakan pembentuk dan fungsi bangunan itu sendiri.

1.1.2 Gedung DPRD Tk II Kulon Progo

Gedung DPRD Tk II Kulon Progo terletak di jalan Perwakilan bersebelahan dengan
gedung Pemerintahan. Dalam perkembangannya gedung tersebut dinilai tidak representative
iagi atau tidak dapat mewakili status gedung tersebut sebagai wadah aktivitas anggota Dewan
Legislatif. Daerah, ketidak sesuaian tersebut dipengaruhi oleh :

1.1.2.1 Tuntutan Masyarakat Terhadap Peiayanan Anggota Dewan

Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek dan pelaksanaan agenda kerja dewan
legislativ mempunyai pengaruh besar dalam sitem tata pemerintahan dimana masyarakat
sendiri menjadi pengontrol dan jalannya pemerintahan yang secara sistimatis diwakih oleh
kewenangan anggota DPR.. Peran masyarakat yang tercermin dalam kegiatan pemerintahan
merupakan wujud dan perlunya wadah yang merespon sistim tersebut, kebutuhan atas ruang

ang mewadahi peran masyarakat pada pelaksanaan agenda kerja DPR hamslah menjadi
v
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perhatian pada terciptanya suatu objek fisik pemenntahan seperti, perlunya ruang tambahan
bagi wadah kegiatan persidangan yang mengikutsertakan peran iangsung dan masyarakat.

1.1.2.2 Pengaruh Sistem Pemerintahan Reformasi

Pada masa pemerintahan refonnasi berbegai perubahan dilakukan dan sistem, sistim
sampai unsur-unsur pemerintahan, terlebih Iagi setelah dikeluarkannya UU Otonomi Daerah
yang memberi dampak pada setiap daerah untuk mengembangkan dan mengatur
pemerintahannya sendiri. Hal ini memberi dampak akan banyaknya perubahan pada tata
pemerintahan khususnya daerah yang berujung pada bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan.
Aktifitas dan pelaksanaan tugas tersebut merupakan saiah satu bentuk yang hams direspon oleh
bangunan sebagai wadah gerak penggunanya seperti tuntutan ruang pada bangunan gedung
DPR Kulon Progo yang memerlukan objek fisik berupa ruang yang merespon pada kegiatan
masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan, seperti ruang demonstrasi dan orasi,
ruang dialog baik in door maupun out door ataupun ruang-ruang lain yang merupakan respon
fisik banguan terhadap tuntutan sistem pemerintahan tersebut.

1.1.2.3 Ketidak Sesuaian antara Kebutuhan dan Kapasitas Ruang

Perubahan pada sistim kerja di Gedung DPRD Kulon Progo merupakan fungsi yang hams
direspon dengan wadah yang dapat mendukung aktifitas kegiatan di dalamnya. Hal tersebut
merupakan salah satu faktor dimana pada bangunan gedung DPRD Kulon Progo tidak iagi
sesuai dengan kebutuhan atas kegiatan dan aktifitas dewan ditinjau dan nilai kebutuhan dan
kapasitas ruang. Respon pada terciptanya ruang yang sesuai dengan aktifitas kegiatan dan ruang
gerak pengguna merupakan jawaban dan kebutuhan akan wadah gedung DPRD Kulon Progo
yang baru seperti terbatasnya ruang pada bagian staff yang hanya dibagi dalam 3ruang dengan
luas total 50 m2 untuk menampung aktifitas 40 orang, terbatasnya ruang sidang, hall, ruang
traksi, ruang pers dan sebagainya merupakan wadah fungsi yang harus dibenahi.
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1.1.3 Ekspresi dan Identitas Wilayah sebagai Latar Belakang Arsitektural
Dalam merencanakan bangunan Gedung DPRD Kulon Progo diperlukan

pengungkapan suatu gambaran untuk mewujudkan tampilan bangunan agar dapat dimengerti
pesan-pesan dan makna yang akan d.perlihatkan, gambaran tersebut hendakiah berupa
cerminan dan latar belakang yang didasari pada fungsi, peran bangunan terhadap pemakai dan
lingkungan. Bangunan yang diakui sebaga. arsitektur yang bagus adalah bangunan yang
memuat sejumlah komunikasi kedalam totalitas dan mengekspresikannya secara ringkas, tepat
dan indah,1 op.m dan Fredenk AJules tersebut menegaskan bahwa perwujudan pesan dan
makna dan bangunan dapat diperlihatkan dengan ekspresi.

Akan tetapi perencanaan dan perancangan suatu bangunan tidak hanya berupa
pengungkapan ekspresi saja tetapi juga diperlukan suatu unsur yang dapat memberikan jati din
dan identitas terhadap bangunan agar pengungkapan ekspresi tidak merusak tatanan lingkungan
sekitar seperti bentuk bangunan tanpa dasar. Eko Budiarjo berpendapat bahwa Identitas itu
tidak sekedar perlu tetapi amat sangat dibutuhkan sebagai pegangan handal bag, setiap
perencana bangunan.,2 hal itu menegaskan bahwa suatu rancangan bangunan juga hams selalu
memperhatikan lingkungan sekitar termasuk bangunan, adat dan tradisi masyarakat sekitar.
1.1.3.1 Aplikasi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan sebagai Ekspresi Bangunan

Bentuk aktifitas merupakan sesuatu yang selayaknya menjadi cerminan bagi sebuah
bangunan,. bentuk sangat mempengaruhi citra bangunan, karena merupakan suatu media atau
alattomunikasi untuk menyampaikan arti yang dikandung atau menyampaikan pesan tertentu.3
Aktifitas kegiatan dan tugas dan wewenang DPR terhadap masyarakat dan pemenntah
eksekutifmenjadi sehuah dasar henluk aplikasi danJungs, bangunan tersebut, sehmgga bentuk
tersebut akan menggambarkan dan mengekspresikan identitas bangunan danfimgsinya. Tugas
dan Wewenang DPR sebagai manifestasi dan aktifitas kegiatannya merupakan dasar dan

Frederik AJules, Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsitektur. Introduktion of Arsitek,
1994, ha!

2Budiarjo, Eko, Percikan Masalah Arsitektur, Pemmahan, Perkotaan, Gajah Mada University Press,
Yogvakarta, 1987, hal 31 , , rf ino,
!Y.B. Mangunwijaya, Wastu Citra, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
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ekspresi citra Keterbukaan dan Kewibawaan yang terwujud dan pengungkapan fungsi
bangunan yang bersifat terbuka dan wibawa.

Keterbukaan merupakan suatu arti yang disampaikan melalui citra atau kesan
terhadap bangunan dimana art. tersebut menggambarkan nilai dan tugas DPR secara sistimatis
sebagai objek yang diwadahi, yaitu perumusan dan kesan menerima dan transparan kepada
masyarakat. Si fat keterbukaan merupakan ekspresi watak dan tugas dewan Legislatif yang
disampaikan kepada masyarakat sebagai gambaran pelaku dalam menjalankan tugasnya.

Kewibawaan adalah suatu arti kata yang identik dengan kekuasaan, kebesaran, ataupun
kekuatan. Gambaran tersebut merupakan ide yang disampaikan untuk menunjukkan kekuasaan
DPR terhadap pemenntah eksekutif sebagai pengawas jalannya pemerintahan yang
kedudukannya diatas pemerintahan eksekutif . Citra Kewibawaan pada bangunan tersebut
dimaksudkan untuk memberikan pesan yang mengekspresikan kekuatan objek yang diwadahi.

Citra Keterbukaan dan Kewibawaan merupakan gambaran dan kesan yang dibentuk dengan
gaya arsitektur baru yang terungkap dari penerapan fungsi terbuka dan wibawa, ekspresi
tersebut merupakan nilai lebih yang dihadirkan secara umum terhadap bangunan karena masih
dapat diterapkan kedalam bangunan lain pada fungsi yang sama.

/. 1.3.2 Aplikasi Bangunan Tradisional sebagai Simbol Identitas dan Jati Diri Bangunan,
Bangunan Tradisional sebagai salah satu mamfestasi dari sosial budaya masyarakat

merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan perancangan arsitektur
karena merupakan identitas atau jati din yang melekat dan menjadi sukma arsitektur yang khas
disetiap daerah, sepantasnyalah dijadikan bekal utama landasan berpijak dalam perencanaan
dan perancangan arsitektur yang baru.4 Makna dan wawasan identitas adalah menggali
keumkan, kekhasan, karakter dan potensi setempat dengan segala kearifan tradisional untuk
diejawantahkan kembali dalam penampilan baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan
jaman, bukan ststus quo.5 Oleh sebab itu bangunan DPRD Kulon Progo haruslah tetap

4Budiarjo, Eko, Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gajah Mada University Press,
Yogyakarta, 1987, hal 13
5 Ibid, hal 30
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berpegang dan berdasar pada karakter bangunan tradisional setempat sebagai landasan Identitas
wilayah yang mungkin dapat dijadikan nilai lebih secara khusus karena hanya dapat diterapkan
pada bangunan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 Jis Undang-Undang No. 18 Tahun
1951 yang berisi tentang penggabungan dua wilayah kekuasaan yaitu Kasuitanan dan Paku
Alaman yang menjadi satu daerah pemerintahan dalam wilayah Kulon Progo6. Dalam hal ini
Kabupaten Kulon Progo memiliki dua unsur pembentuk pemenntahan yang dalam tinjauan
budavanya berasal dan satu sumber yaitu Kasuitanan. Dalam pendekatan pada arsitektur
tradisional kedua wilayah tersebut masuk dalam spesifikasi bangunan Jawa Wilayah Tengah
yaitu meliputi daerah Karisidenan Surakarta dan sekitarnya termasuk daerah Kasuitanan
Yogyakarta.

1.1.4 Manifestasi Citra dan Identitas ke dalam Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

Kesan Keterbukaan dan Kewibawaan pada aplikasi citra gedung DPRD Kulon Progo

dan Bangunan Tradisional setempat sebagai Identitas Wilayah di daerah Yogyakarta-Kulon
Progo merupakan perwujudan dari perencanaan dan perancangan arsitektur pada bangunan
tersebut yang mencerminkan tuntutan latar belakang dan gedung DPRD dan Wilayahnya.
Pengungkapan kesan dan identitas menjadi tinjauan dan tuntutan tersebut dengan
memperhatikan pada fungsi yaitu aktifitas kegiatan dan tuntutan masyarakat atas pelayanan
anggota DPR, pengaruh sistem pemerintahan revormasi dan kebutuhan akan ruang pada
gedung yang baru serta karakter bangunan joglo sebagai perwakilan identitas wilayah.

Citra Keterbukaan dan Kewibawaan pada dasarnva berupa makna dari kesan yang

tanpa ada standar atau batasan yangjelas, bangunan tradisional Kulon Progo digunakan sebagai
pendekatan dan kesan terbuka dan wibawa yang akan diangkat sebagai dasar ekspresi
bangunan gedung DPRD Kulon Progo dimana keterbukaan dan Kewibawaan menurut tatanan
dan aturan bangunan Joglo yang diejawantahkan kedalam bangunan Gedung DPR tersebut.

Tim. Binangun, Media Informasi dan Komunikasi Pemda Tk II Kulon Progo, 1996, ha! 9
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Arsitektur tradisional Jawa harus dilihat sebagai totalitas pernyataan hidup yang bertolak dan
tatakrama menempatkan diri, norma dan tata nilai manusia jawa dengan segala kondisi alam
dan lingkungannya.7 Penggalian dan pengungkapan esensi yang menjiwai bangunan tersebut
dimaksudkan agar kita tidak terperangkap pada bentuk fisik dan luarnya saja sehingga
perwujudan Identitas W'ilayah dan Jati Diri bangunan akan lebih bersifat luas tidak hanya
simbolik saja. Beberapa esensi arsitektur jawa yang senng digunakan adalah tata krama
menempatkan diri, arsitektur sebagai proses organik, kejujuran struktur dan bahan, ruang dalam
dan luar yang saling mengimbas dan sebagainya.* contoh diatas merupakan esensi yang
mungkin dapat diterapkan pada pengolahan citra Keterbukaan dan Kewibawaan sebagai
tinjauan dari makna tersebut sebagai aplikasi bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Permasalahan Umum

Bagaimana merencanakan dan merancang bangunan yang berfungsi sebagai kantor DPRD
Kulon Progo sebagai wadah yang memiliki kesan Terbuka terhadap lingkungan sekitar dan
mampu memperlihatkan Kewibawaannya sebagai dewan Legislatif yang memiliki wewenang
dan kekuasaan tetapi tetap menunjukkan Identitas Wilayah dengan bangunan Tradisionalnya

sebagai simbol daerah.

1.2.2 Permasalahan Khusus

Bagaimana mewujudkan penampilan bangunan DPRD Kulon Progo yang mengekspresikan
citra Keterbukaan dan Kewibawaan dengan kontektual pada bangunan Tradisional yang sesuai

dengan budaya daerah tersebut serta pengolahan ekspresi bangunan yang terbentuk dari fungsi

dan estetik bangunan.

7Budiarjo, Eko, Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gajah Mada University Press.
Yogyakarta, 1987, ha! 12
8 Ibid, hal 10
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1.3 Tujuan Dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Mewujudkan rencana dan rancangan bangunan yang berfungsi sebagai Gedung DPRD Kulon
Progo yang mengekspresikan kesan terbuka dan wibawa menurut makna ruang bangunan
Tradisional setempat yang diaplikasikan pada perencanaan arsitektur baru dengan citra
Keterbukaan dan Kewibawaan yang mengekspresikan fungsi dan tetap kontektual dengan

identitas wilayah setempat.

1.3.2 Sasaran

Bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo yang dimanifestasikan dalam kesan Keterbukaan
dan Kewibawaan pada perancangan arsitektur baru sebagai bentuk penampilan bangunan pada:

a. Identifikasi karakteristik fungsi dan peran DPR

b. Identifikasi besaran dan organisasi ruang terhadap kegiatan

c. Identifikasi sirkulasi antar hubungan ruang

d. Identifikasi karakter elemen yang sesuai dengan vasade dan masa bangunan

e. Identifikasi pada kesan keterbukaan dan kewibawaan yang dibentuk

f. Identifikasi terhadap bangunan tradisional setempat.

1.4 Batasan Dan Lingkup Pembahasan

1.4.1 Batasan

Pembahasan dibatasi pada masalah pengolahan sistem tata ruang dan penampilan bangunan
yang mampu mengungkapkan ekspresi kesan secara komunikatif pada vasade dan masa
bangunan terhadap citra Keterbukaan dan Kewibawaan serta paduan unsur bangunan
Tradisional Kulon Progo.
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1.4.2 Lingkup Pembahasan

1.4.2.1 Lingkup Non-arsitektural

Bahasan Lingkup non-arsitektural dibatasi pada :

a. Makna Keterbukaan dan Kewibawaan pada bangunan Tradisional Kulon Progo

yaitu bagaimana penilaian makna keterbukaan dan kewibawaan menurut orang Jawa di
dasarkan pada bentuk ruang dan penampilannya terhadap bangunan Tradisional Kulon

Progo

b. Tata Krama, Norma dan Adat Masyarakat Jawa

yaitu bagaimana tata karma, norma dan adat masyarakat Jawa dalam menerapkan kesan
terbuka dan wibawa pada bangunan.

/. 4.2.2 Lingkup Arsitektural

Pembahasan mengenai aspek-aspek pembentuk penampilan bangunan dengan kesan

keterbukaan dan kewibawaan sebagai factor penentu :

a. Pembahasan mengenai penampilan fisik bangunan dengan pendekatan pada kesan

keterbukaan dan kewibawaan

yaitu bagaimana bentuk penampilan bangunan yang dapat menggambarkan kesan terbuka
dan wibawa dengan perwujudan fungsi dan perpaduan elemen bangunan.

b. Elemen-elemen penyusun dan sistem peruangan yang sesuai dengan bangunan Tradisional

setempat.

yaitu bagaimana karakter bangunan Tradisional yang sesuai dengan budaya masyarakat
Kulon Progo dapat disesuaikan dengan bangunan baru.
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1.5 Metode Pengambilan Data

1.5.1 Tahap Pencarian Data

a. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan mencari data secara langsung melalui :

1 Pengamatan langsung pada kondisi lokasi, tapak dan lingkungan sekitar

2. Wawancara

b. Studi Literatur

1. Mempelajari pengertian dan fungsi bangunan pemenntahan gedung DPR,
fasilitas yang diwadahi dan tuntutan ruang

2. Mempelajari pengertian penampilan bangunan

c. Mempelajari pemaknaan kesan dan citra pada bangunan

d. Mempelajari bangunan Tradisional Kulon Progo dan pemaknaan pada bentuk ruang dan
penampilannya.

1.6 Metode Pembahasan

1.6.1 Diskriptif

Dilakukan dengan menjelaskan data dan infonnasi yang berkaitan dengan latar belakang,
permasalahan, tujuan dan sasaran pembahasan topik.

1.6.2 Analisis

Analisa dilakukan dengan tiga tahap yaitu

a. Analisa bentuk bangunan DPR, analisa lokasi, analisa kebutuhan, besaran ruang serta

tuntutan ruang baru.

b. Analisa arsitektural dalam kaitannya dengan penentuan penampilan bangunan gedung DPR
dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan sebagai aplikasi dan bentuk
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dan makna ruang bangunan tradisional setempat, analisa pebandingan pada bangunan yang

mempunyai fungsi sejenis.

c. Kesimpulan dan hasil analisa sebagai pendekatan konsep dalam perencanaan dan
perancangan.

1.6.3 Sintesa

Rumusan sebagai tahap untuk mendapatkan konsep bangunan DPR yang meliputi aspek
pembentuk penampilan bangunan dengan pendekatan pada kesan keterbukaan dan kewibawaan
yang diaplikasikan terhadap bentuk bangunan Tradisional Kulon Progo.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang permasalahan, pemiasalahan yang diungkapkan, tujuan dan sasaran,

metode pembahasan serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM DAN KHUSUS

Menelaah tinjauan pada bangunan gedung DPR dan aktivitas pengguna, bentuk bangunan
tradisional setempat sebagai identitas wilayah, serta tinjauan khusus ekspresi komunikatif
dalam perwujudan bangunan, studi komperasi dan analisis dalam pengolahan tata ruang dan
penampilan bangunan.

BAB III ANALISA PERMASALAHAN

Mengungkapkan prinsip dasar ruang pada arsitektur dalam mempengaruhi aktifitas
penggunanya, serta pengupasan ekspresi terhadap citra yang diinginkan dalam pengolahan dan
perwujudannya kedalam bentuk fisik agar visual dapat dibaca, dimengerti dan dapat diserap
pesan-pesan yang disampaikan.
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BAB IV PENDEKATAN DAN KONSEP DESAIN

Berisikan pendekatan pemilihan lokasi, pendekatan program ruang, pendekatan arsitektur dan
pendekatan sisitem bangunan. Dan membahas implementasi dan hasil analisis yang dibuat,
melalui konsep dasar perencanaan dan perancangan tapak, ruang dalam dan ruang luar serta

sistem bangunan.

1.8 Keaslian Penulisan

1. Ery Susandah, TA/UII/ 1994
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II MUSI BANYU ASIN SELAYU SUMSEL
landasan Konseptual Perancangan

2. Samsul Ma anf, TA/ U11/ 1996

KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II TEGAL

Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan

3. Muhammad Nur Hidayat, TA/ UII/ 1996
KANTOR KABUPATEN DAERAH TK II TEMANGGUNG
Sebagai Wadah Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan landasan Konseptual
Perencanaan dan Perancangan

4. Joko Susanto, TA/' UII/ 2000

GEDUNG BALAI KOTA DI KOTA ADMINISTRATE TANJUNG
Dengan Pendekatan Desain Bioklimal

5. Ressy Herpani, TA/ UII/2000
RELOKASI KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN DAERAH TK II SUKABUMI
Optimalisasi dan Keterpaduan Pelayanan Sebagai Perwujudan Otonomi Daerah

Kesimpulan :

Perbedaan pada penulisan di atas dengan penulisan yang akan dilakukan adalah pada jems
bangunan atau fungsi bangunan dan penekanan atau pokok permasalahan yaitu, pada
penulisan yang diangkat adalah bangunan yang berfungsi sebagai bangunan Gedung DPR
dan penekanan pada Penerapan Citra Keterbukaan dan Kewibawaan dengan Kontekstual
pada Arsitektur Bangunan Tradisional Kulon Progo
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BAB II

TINJAUAN GEDUNG DPR KULON PROGO

DAN TINJAUAN TEORITIS CITRA BANGUNAN

2.1 Tinjauan Studi Bangunan Gedung DPR

2.1.1 Gedung DPRD sebagai Wadah Aktifitas Kegiatan DPR

2.1.1.1 Pengertian DPRD

Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan dibantu
Sekretariat Daerah dan Dinas-Dinas Daerah.9 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah
unsur Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat(1) Undang-undang No.5
Tahun 1974, yang bertugas bersama Bupati Kepala Daerah menetapkan kebijaksanaan
umum Pemenntahan Daerah.10 Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan
DPRD sebagai pemegang kekuasaan Legislatif, dibentuk oleh staf administrasi serta Dinas-
dinas Daerah yang bersama-sama menjalankan lungs, pemerintah daerah antara lam :''

1. Fungsi Keamanan dan Ketertiban,

2. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan,

3. Fungsi Administrasi

2.1.1.2 Tugas dan Wewenang DPR

Tugas Dewan Perwakilan Daerah adalah menyampaikan aspirasi rakyat kepada
pemenntah Daerah sebagai dasar dan pelaksanaan fungsi DPR menurut ketentuan Pasal 13
ayat (1) UU RI No. 5Tahun 1974 yang antara lain :

9 Pasal 5 UU Rl No 5 Tahun 1974
10 Ibid
11 Penjelasan UU R! No 5Tahun. 1974
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1. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menetapkan peraturan daerah

2. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan Daerah.

3. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

wewenang pelaksanaanya ditugaskan kepada Kepala Daerah.

4. Menjalin pelaksanaan kerjasama dengan Bupati Kepala Daerah.

Wewenang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar
1945 setelah Amandemen Kedua Tahun 2000 pasal 20A ayat 1menyatakan Dewan Perwakilan
Rakyat memiliki fungsi Legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.12 Dan Penjelasan
Pasal 23 bahwa Dewan memiliki hak Begrooting yang mempunyai wewenang mengontrol
pemerintah, dalam hal ini Dewan menetapkan pendapatan dan belanja sehingga kedudukannya
lebih kuat dan pada pemerintah.!'

Hubungan kerja antara tiga faktor yaitu DPRD dengan Pemerintah Daerah dan
masyarakat merupakan faktor penentu ietak bangunan dimana fungsi bangunan harus dapat
merespon hubungan yang baik antara dua intansi pemerintah dan masyarakat dalam kaitan
wewenang DPRD sebagai pengontrol jalannya pemerintahan daerah dan tugas DPRD sebagai
penyalur aspirasi rakyat yang disesuaikan dengan meletakan ruang fungsi pengguna sesuai
dengan tugas dan wewenang DPRD yaitu meletakkan ruang publik dan semi publik diarea yang
paling dekat dengan pencapaian bangunan sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih dapat
dioptimaikan dan perletakan ruang prifat yang dapat mendukung aktifitas kerja serta ruang
servis yang dapat melingkupi ruang-ruang lainnya sebagai fungsi pendukung dan pelayanan.

2.1.1.3 Kegiatan Pada Gedung DPRD

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo mel.puti
beberapa kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, pnvat dan kegiatan servis
yang dikelompokan dalam dua badan tugas antara lain

12 Tim, Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Kedua 2000, Pustaka Setia, Bandung,
2001, hal 19
11 Ibid, hal 41
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Kegiatan yang bersifat Publik (Umum)

Kegiatan utama anggota DPRD meliputi kegiatan yang bersifat publik atau kegiatan umum
yang berhubungan dengan unsur masyarakat, pemerintah atau badan lain seperti.

a. Pelayanan pada kegiatan demonstrasi

Kegiatan mi merupakan kegiatan kerja yang sifatnya berkala dengan jenjang

waktu tertentu atau tidak pasti, dalam hal ini pelaku utama dari unsur

masyarakat yang di layani oleh anggota Dewan Legislatif yang merupakan
kegiatan penyampaian pendapat atau protes yang disampaikan oleh kelompok

tertentu dari masyarakat.

Karakter dari kegiatan ini bersifat publik/ umum sehingga dalam perancangan

ruang kerja hendaklah mempertimbangkan kualitas dan kuantitas ruang sebagai
wadah aktifitas berupa Hall dan ruang penyampaian pendapat, dengan

pencapaian yang mudah danjelas.

b. Sidang Paripurna

Kegiatan ini merupakan aktifitas yang sifatnya rutin- tidak rutin, yaitu
kegiatannya tidak memiliki ketepatan waktu/ jadwal yang jelas yang dinamakan
sidang paripurna dan sidang tidak tetap yang disebut sidang khusus dewan
Kegiatan persidangan dilakukan di Ruang Sidang Paripurna dengan kegiatan

antara lain :

• Sidang Umum Paripurna,

Adalah sidang dewan legislative yang diadakan dalam pembentukan

RAPBD dan penetapan APBD, penetapan Peraturan Daerah (Perda),

pertanggung jawaban Bupati, sidang pengajuan proyek Pemerintah Daerah

dan sebagainya.

• Sidang Khusus Paripurna
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Sidang yang diadakan dalam memecahkan masalah khusus daerah dari
masyarakat sampai pemerintah seperti sidang tanggapan dari pengajuan
pendapat/ orasi oleh masyarakat melalui demonstrasi atau oleh kelompok
masyarakat melalui penyampaian pendapat.

c. Kegiatan Pendukung

Kegiatan pendukung adalah aktifitas yang dilakukan pada saat proses
persidangan diadakan meliputi persiapan persidangan sampai akhir/ penutup
persidangan. Dalam kegiatan ini memiliki aktifitas yang kompleks dari pelaku
(masyarakat, pemerintah eksekutif, anggota dewan maupun pers) dengan

kebutuhan ruang antar lain :

r Parkir

r- Lobby dan ruang informasi

2. Kegiatan yang bersifat semi publik

a. Kunjungan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang aktifitasnya berada diluar Gedung
DPRD, hanya saja dalam pelaksanaannya membutuhkan sarana antara lain
Ruang Transit dan Garasi (ruang kendaraan) sebagai wadah prasarana

penunjang.

b. Kegiatan Sidang

Kegiatan ini merupakan kegiatan intern yang umum dan dapat dihadin oleh
unsur pers, yang antara lain berupa :

• Sidang Komisi

• Sidang Fraksi

• Sidang Risalah
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c. Wawancara

Yaitu kegiatan wawancara yang dilakukan unsur masyarakat tertentu ataupun

pihak pers. Kegiatan ini bersifat semi publik sehingga membutuhkan karakter

ruang yang khusus seperti RuangPersdan Ruang Tamu

3. Kegiatan yang bersifat Prifat

Yaitu kegiatan yang meliputi aktifitas rutin kerja bagian sekretariat Gedung DPRD

dan anggota DPRD sendiri yang pada pelaksanaannya dibagi dalam jabatan-jabatan

tugas dengan kebutuhan ruang yang disesuaikan menurut jabatan tersebut antara lain :

a. Ketua DPRD

b. Wakil Ketua Dewan

c. Anggota Dewan

Yaitu keseluruhan dan elemen fraksi-fraksi dalam DPRD yang dibagi dalam

tugas-tugas :

• Anggota Komisi

• Anggota Fraksi

4. Kegiatan yang bersifat servis

Adalah kegiatan pelayanan dari kegiatan-kegiatan Iainnya yang dapat dilakukan

secara pribadi/ pnvasi tinggi atau dibantu oleh petugas, kegiatan ini membutuhkan

ruang-ruang seperti :

a. Lavatori/ KM/WC

b. Mushola

c. Lapangan Olah Raga

d. Perpustakaan

e. Kafetaria
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2.1.2 Kebutuhan Ruang pada Gedung DPRD

Pada Prinsipnya pemenuhan ruang diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang yang dapat
mendukung aktifitas pengguna baik itu dan segi kualitatif maupun kuantitatif yang dapat
mewadahi manusia dan prasarana kerja seperti peralatan meliputi ruang gerak pengguna.

r Studi Ruang Gedung DPRD

Tabel 2.1 Studi Banding Ruang-Ruang Gedung DPRD

DPRD Sleman DPRD Bantul DPRD DIY

Anggota DPRD

R. Sidang Paripurna (Pb) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

R. Sidang Komisi (SP) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

R. Sidang Fraksi (SP) -

1 Ruang 1 Ruang

R. Ketua (Pv) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

R. Wakil Ketua (Pv) 3 Ruang 3 Ruang 3 Ruang

R. Komisi (Pv) 5 Ruang 5 Ruang 5 Ruang

R. Fraksi (Pv) 7 Ruang 6 Ruang 7 Ruang

R. Tamu/ Pers (SP) 2 Ruang 2 Ruang 4 Ruang

R. Transit (SP) 1 Ruang -

2 Ruang

Lavatori (Sv) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

Sekretariat DPRD

R. Sekretariat (Pv) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

R. Rapat Risalah (SP) -

1 Ruang 1 Ruang

R. Risalah (Pv) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

R.Ka.Bag(Pv) 3 Ruang 4 Ruang 7 Ruang

R. Staff/ Karyawan (Pv) 4 Ruang 5 Ruang 9 Ruang

R. Perpustakaan (Sv) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

Lavatori (Sv) 1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang

Garasi (SP) 2 Ruang 1 Ruang 2 Ruang
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Dari data ruang-ruang di gedung DPRD DIY, Sleman, Bantul kelompok peruangan di bagi
dalam 2 kelompok Tugas yaitu kelompok Ruang Anggota DPRD dan kelompok Ruang

Sekretariat DPRD yang terdiri dari pengelompokan jenis pengguna ruang yaitu ruang

publik, semi public, privat dan servis.

r- Kelompok dan Susunan ruang Gedung DPR

Kebutuhan ruang kantor dapat dihitung dengan menggunakan cara , yakni ruang gerak

perorangan x jumlah orang ditambah ruang tambahan untuk sarana penunjang ditambah
14

kebutuhan sirkulasi 15%-20%

Tabel 2.2Kelompok Jenis dan RuangGedungDPRD

Jenis Pengguna Anggota DPRD Jml Sl/nr Sekretariat DPRD Jml Si/m2

Publik R. Sidang Paripurna i 1,25 Parkir 1 Mbl 12

Haii 1 1,5 Taman 1 -

Parkir 9 12

Taman i -

Semi Publik R. Sidang Komisi 1 3 R. Rapat Risalah 1 3

R. Sidang Fraksi i 3 R. Tamu
1 2,5

R. Tamu 2 2,50 Garasi 1 12

R. Pers 3 2,5

R. Transit 1 3

Privat R Ketua 1 30 R. Sekretaris 1 25

R. Wakil Ketua 3 20 R. Kepala Bagian 6 15

R. Komisi 5 8 R. Staff 6 6

R Fraksi 7 8 R. Karyawan

R. Risalah

3

1

6

8

Servis Lavatori 5 3 Lavatori 4 3

Muhola I 0,65 Mushola 1 0,65

Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, Data Arsitek jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 11
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Perpustakaan 1 0,8

*) Sl/m2 (standart luas ruang perorang plus perabot dan sirkulasi untuk perkantoran)

Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo ruang-ruang yang ada disesuaikan dengan

kebutuhan dan fungsi yang ada dengan standar luas ruang sesuai dengan aturan yang ada.

2.2 Tinjauan Gedung DPRD Kulon Progo

2.2.1 Struktur dan Unsur Pelaku Dalam Gedung DPRD Kulon Progo

Dalam Struktur Organisasi Pelaku di Gedung DPRD Kolon Progo dibagi atas kerangka

kerja yang terdin dari : .

A. Struktur Keanggotaan DPRD Kulon Progo

Unsur pelaku dalam keanggotaan DPRD Kulon Progo terdin dan anggota fraksi

ABRI, fraksi Karya Pembangunan (Golkar), fraksi Persatuan Pembangunan (PPP), fraksi

PD1 Perjuangan, fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), dan fraksi Amanat Nasional (PAN)

yang diwakili oleh 40 anggota Legislatif dan dibagi atas 5 bidang kerja Komisi yang

dibawahi oleh Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, dan sisanya sebagai anggota dengan

bidang tugas sebagai benkut ,6:

1. Komisi A membawahi bidang Pemerintahan (7 anggota)

2. Komisi B membawahi bidang Perekonomian (7 anggota)

3. Komisi C membawahi bidang Keuangan (8 anggota)

4. Komisi D membawahi bidang Pembangunan (7 anggota)

5. Komisi E membawahi bidang Kesejahteraan Rakyat (7 anggota)

Adapun dalam kepengurusannya dipimpin oleh satu ketua DPRD dengan tiga wakil ketua

yang berfungsi sebagai koordinator Komisi.

15 Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, Data Arsitek jilid 1, Eriangga, Jakarta, 1997

16 Tim, Bagan Struktur Keanggotaan DPRD Tk II Kulon Progo, DPRD Kulon Progo
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UIAKH KETUA 1 UJAKH KETUA 11 UJAKHKCTUA III

* * *

KOflflM E KOfllMI A KOMISI i

KOflllf1 D Komisi c

Gbr. 2.1 StrukturOrganisasi DPRD Kulon Progo

B. Struktur Sekretariat DPRD Kulon Progo

Sekretariat DPRD Kulon Progo adalah unsur pelaku sebagai pengelola kegiatan anggota

Legislatif yang bertanggung jawab pada pelaksanaan kegiatan harian di Gedung DPRD
Kulon Progo. Kedudukan sekretariat DPRD ada dibawah pengelolaan Pemerintahan

Eksekutif dengan struktur pembagian tugas sebagai berikut:

I"
kepaia bag. umum

Ka.Sub.Bag Tata Usaha

Ka. Sub. Bag. RumahTangga

KEPAIA BAG. RAPAT

Ka.Sub.Bag. Rapat

Ka. Sub. Bag. Risalah

1
KEPAIA BAG. KEUAAGAA

Ka. Sub. Bag. Anggaran

Ka. Sub. Bag. Pembukuan

Gbr. 2.2 Struktur Sekretariat DPRDKulon Progo
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Keterangan jabatan dalam pembagian tugas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Struktur Staffdan Karyawan Sekretariat DPRD KP

Urusan Surat Masuk Tunis Komisi (5Staff) Pemegang Kas

Urusan Surat Keluar Urusan Administrasi Pembantu Pemegang Kas

Urusan Perpust dan Dok.

Urusan Kepegawaian Bendaharawan Gaji Urusan Kendaraan

Penerima Tamu, Surat Masuk Pembuat Daftar Gaji Urusan Kebersihan Kantor

PenjagaTelepon, Ajudan Ketua Urusan Ketertiban

PenjagaSoundSistem Notuiis (2 Staff) Pengemudi (4 karyawan)

Pengantar Surat

22

2.3 Tinjauan Ekspresi Bangunan

2.3.1 Aspek Guna dan Citra

Guna merupakan fungsi dimana ruang-ruang meyesuaikan dengan kegunaan dan

fungsi dari aktifitas yang diwadahi yang menjadi pembentuk citra atau kesan bangunan, dan
sebaliknya citra sebagai ekspresi kesan bangunan dari kegiatan yang diwadahi merupakan
perwujudan dari fungsi bangunan itu sendiri. Sehingga citra yang terbentuk bukan hanya
berupa ekspresi atau simbol saja tetapi merupakan kesan yang timbul karena pengaruh

penerapan ruang dan bangunan atas fungsi.

2.3.2 Ekspresi Citra Keterbukaan dan Kewibawaan

Dalam merencanakan suatu bangunan diperlukan pengungkapan suatu ekspresi

untuk mewujudkan penampilan bangunan agar dapat dimcngcrti pesan-pesan dan makna

yang akan diperlihatkan, ekspresi sendiri dalam arsitektur seperti bahasa yang identik
dengan komunikasi.17Pengungkapan ekspresi pada sebuah bangunan merupakan suatu

bahasa arsitektural vaitu komunikasi secara tidak langsung yang dinngk.ankan oleh

17 Frederick A. Jules, Dasar-Dasar Persepsi untuk Perancangan Arsitektur, Introduktion ofArsitek,
1994, hal 323
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bangunan kepada penggunanya.lxoleh sebab itu dalam merencanakan Gedung DPRD Kulon
Progo perlu adanya kesan dan citra yang mengkomunikasikan visual bangunan sebagai
wadah yang merespon pemakainya dalam kesan wibawa dan terbuka serta kontektual pada
arsitektur daerah yang terbentuk melalui fungsi tata ruangnya.

2.3.2.1 Kesan Keterbukaan

Kata Keterbukaan merupakan kata si fat dari kosakata terbuka, makna terbuka

sendiri identik dengan sesuatu yang bebas tanpa penutup atau penghalang,

> Terbuka < Terbuka
Derajat Ketertutupan pada Ruang

< Terbuka > Terbuka
Derajat Ketertutupan pada Media/ Bahan

Gbr. 2.3 Hirarki Derajat Keterbukaan

Dalam pengertian arsitektur "terbuka" dapat diukur dengan derajat keterbukaan

secara hirarki pada media atau masa pembentuk dan komposisi ruang untuk menimbulkan
perasaan tertentu pada pemakai19. Pada media bahan, diukur melalui kepadatan unsur
pembentuknya dimana unsur-unsur yang semakin rapat menghasilkan media yang semakin
tertutup. Sedangkan dalam komposisi pada ruang, ketertutupan dipengaruhi oleh sudut
pembentuk dimana sudut yang tertutup akan menghasilkan ruang yang semakin tertutup.

JabLi4 Contoh Bangunan yang BerkesanTerbuka

18 Wiryono Ir, Diktat Teori Arsitektur. Universitas Islam Indonesia. 1996
"'-' Fajriyanto. Ir, MTP. Diktat Perencanaan Tapak II. Universitas Islam Indonesia, 1995
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2.3.2.2 Kesan Kewibawaan

Kata Kewibawaan merupakan kata si fat dari kata wibawa, kewibawaan sendiri

identik dengan sesuatu yang kuat yang memiliki kekuasaan ataupun pengaruh.

> wibawa < wibawa > wibawa < wibawa

Derajat Kewibawaan pada Ruang Derajat Kewibawaan pada Ketinggian

Gbr.2.5 Skala pada Derajat Kewibawaan

Dalam arsitektur "Kewibawaan" dapat diperlihatkan melalui derajat dimensi

ruang dan perletakan. Pada derajat ruang, skala yang memiliki tinggi dan lebar lebih besar

akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa, sedangkan pada hirarki derajat perletakan,

sesuatu yang memiliki letak lebih tinggi akan memiliki nilai yang cenderung berwibawa.

Selain itu kewibawaan dapat ditunjukkan melalui rangka yang rigid, kokoh dan kuat serta

omamen bangunan yang rumit dan indah yang melambangkan kekuatan dan penekanan

keindahan pada sesuatu yang ditinggikan atau diwibawakan.

Gbr.2.6Contoh Bangunan yang Berkesan Wibawa

Kedua kosakata diatas merupakan suatu arti yang abstrak karena berupa kata sifat

yang menjelaskan karakter benda, dalam arti bahasa makna tersebut masih mungkin untuk

didefinisikan melalui sinonim ataupun pendekatan makna, akan tetapi untuk diterapkan
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kedalam bentuk arsitektural bangunan kesan tersebut harus memiliki kntena yang

mempunyai batasan arti. Oleh sebab itu dalam memberikan batasan arti diperlukan standar
pendekatan dari suatu benda yang memiliki persamaan makna atau maksud. Sebagai
perwujudannya dilakukan dengan menuangkan ekspresi yang dipadu dengan kesan atau
imej objek yang diwadahi seperti citra Keterbukaan dan Kewibawaan yang
menggambarkan aplikasi dari tugas dan wewenang DPR, yang pada penerapannya

dilakukan dengan pendekatan pada bangunan tradisional Kulon Progo.

Adapun faktor penentu Kewibawaan dan Keterbukaan ditentukan oleh :

1.Komposisi

2.Hirarki

3.Skala

Yaitu bagaimana kesan kewibawaan dan keterbukaan tercipta melalui komposisi, hirarki,
dan skala yang disesuaikan dengan unsur-unsur masa, ruang, bentuk bangunan atau fasade
serta sirkulasi yang disesuaikan dengan keterkaitan antara keduanya. Hasil kesesuaian

diatas dijadikan pedoman dalam menganalisa unsur-unsur yang mempengaruhi kesan
terbuka dan wibawa yang dapat diterapkan dalam perancangan bangunan Gedung DPRD

Kulon Progo.

2.3.3 Penampilan pada Gedung DPRD

Citra atau Kesan dapat terbaca dari ekspresi penampilan bangunan sehingga

tinjauan pada aspek-aspek penampilan banguan haruslah menjadi faktor penting dalam
perencanaan dan perancangan arsitektur, adapun unsur yang membentuk penampilan

bangunan antara lain :

1.Bentuk

Bentuk terkait dengan masa, dan bentuk-bentuk dasar. Organisasi bentuk keseluruhan

akan lebih mengekspresikan isinya, sehingga komunikasi dan sang arsitek terhadap
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perasaan dan bentuk bangunan akan semakm tegas dan jelas.2" Setiap bentuk mempunyai
karakter yang berbeda sehingga akan berpengaruh terhadap persepsi yang ditimbulkan.
Fungsi yang diekspresikan dengan jelas akan menimbulkan karakter, sedangkan lekukan
vertikal dan horizontal menimbulkan kesan perspektif."

2.Fasade

Fasade merupakan wujud atau rupa bangunan sebagai unsur pembentuk citra bangunan.

Menurut lshar HK yang termasuk dalam fasade adalah" :

a. Karakter, jika semua bangunan dibuat dengan ukuran dan menurut fungsinya, maka

dengan sendirinya terjadi suatu pengelompokan bentuk dan ukuran menurut jenisnya.

Masing-rnasing mempunyai suatu ciri atau karakter iersendiri, misalnya karena ukuran

jendeia, tinggi plafond an sebagainya

b. Gaya, dalam arsitektur gaya berarti suatu cara membangun atau meraneang secara

berbeda dengan yang lain atau bisa juga sesuai dengan bangunan yang ada

dilingkungannya. Gaya dapat terjadi karena mengikuti scjarah suatu jaman atau

kebudayaan, pemakaian bahan, iklim, detail, dan pnbadi arsitek

c. Wama, peranan warna dalam arsitektur dipakai untuk memperkuat bentuk. Warna

memberikan ekspresi kepada pikiran ataujiwa manusia yang meiihatnya, oleh sebab itu

wama sedikit banyak menentukan karakter.

3.Material

Pemilihan dan pengolahan bahan akan mempengaruhi kesan pandangan antara ekspresi

bahan dan pengamatanya. Karakter dan kesan dari bahan bangunan dapat berbeda,

tergantung dan cara pengolahan bahan hingga dapat digunakan. Kesan material yang

didapat adalah kesan keseluruhan yang merupakan perpaduan bahan atau kesan material

yang paling menonjol.

20 Antoniades. Anthony C. Persepsi inArchitecture, Van Raynold. London. 1992
21 lshar HK Pedoman Umum Meraneang Bangunan, Gramedia, Jakarta, 1992
22 Ibid '
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4.Struktur

Stuktur memegang peranan yang penting dalam memberikan kesan pada bangunan. Hal

ini berkaitan dengan pemilihan bahan yang digunakan, karena si fat bahan berkaitan

dengan sistem strukturnya. Misalnya beton baik dalam menahan gaya tekan, sedangkan
baja baik untuk menahan gaya tank. Seiring kemajuan teknologi, sistem struktur pun
sudah jauh berkembang, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memilih struktur dan
bahan yang sesuai dengan fungsi yang dikehendaki dan menghasilkan kesan yang

diinginkan.~

5.VisuaI Bangunan

Penentuan aspek visual erat kaitannya dengan elemen-elemen dan prinsip-prinsip

penyusunan tata ruang, yaitu :

a. Proporsis

b.Komposisi, susunan atau aturan antar komponen ruang

c. Keseimbangan

d.lrama, keteraturan dengan irama menunjukkan dinamis

e.Keselarasan, diungkapkan dengan bentuk, wama dan tekstur

f. Kontras ditunjukkan dengan bentuk, garis, warna, tekstur, vertikal, dan horizontal.

6.Warna dan Tekstur

Wama dapat dikatakan merupakan kualitas dari cahaya yang dipantulkan dari suatu

permukaan atau dari sumber cahaya. Persepsi cahaya bervariasi tergantung pada kondisi-

kondisi yang berpengaruh, yaitu" :

a. Tipe penerangan, penerangan alami atau buatan

b. Jenis, pola dan tekstur permukaan

c. Perhubungan warna dari figure dan latar belakang dalam situasi tertentu.

23 Suwondo B Sutedjo, Presepsi Bentuk dan Konsep Arsitektur, P: 58, Djambatan, Jakarta, 1986
24 Isaac ARG, Pendekatan kepada Perancangan Arsitektur, P 45, Intermatra, Bandung, 1986
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Unsur-unsur penampilan bangunan di atas merupakan faktor yang menjadi

pembentuk ekspresi bangunan yang selanjutnya disesuaikan dengan nilai-nilai dari makna
keterbukaan dan kewibawaan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan unsur penampilan

yang dapat menerima nilai-nilai terbuka dan wibawa dengan faktor-faktor dasar

perancangan bangunan.

2.4 Tinjauan Arsitektur Tradisional Kulon Progo

2.4.1 Joglo sebagai Identitas Bangunan Tradisional Kulon Progo

Arsitektur tradisional Jawa merupakan bentuk bangunan tradisional yang banyak

digunakan dan menjadi pakem masyarakat Jawa sebagai identitas wilayah, khususnya

wilayah Jawa Tengah dan sekitamya. Menyinggung tentang bentuk bangunan tradisional
Jawasendiri ada tiga pengelompokan wilayah spesifik di Jawa Tengah diantaranya~ :

• Wilayah pantai utara : meliputi daerah Demak, Pati, Kudus, Jepara, Rembang, dengan

keunikan atap Bencu, Bekuk-Iulang dan Kosolnya

• Wilayah Selatan : meliputi daerah eks Kansidenan Kedu dan Banyumas, dengan

kekhasan Srotongan, Trojagan dan Tikelannya

• Wilayah Tengah : meliputi daerah eks Kansidenan Surakata dan sekitarnya temasuk

Jogjakarta dengan kekhasan pada atapjoglo.

Melihat klasifikasi wilayah pada bentuk bangunan Tradisional Jawa diatas, bentuk Joglo

merupakan bangunan yang sesuai untuk diterapkan pada Gedung DPRD Kulon Progo

karena sesuai dengan daerah pengelompokan.

Adapun pendekatan Joglo sebagai Identitas wilayah dapat diterapkan melalui

transformasi bentuk dengan metode simbolisasi, metafora, analogi serta preseden dengan

penyesuaian metode yang dapat mendukung terciptanya citra dan kesan pada visual
bangunan dengan arsitektur baru yang tetap kontektual pada arsitektur tradisional. Pada

25 Atmadi, Purnomo, Prof. Dr. Ir, Apayang Terjadi Pada Arsitektur Jawa, Lembaga Javanologi, 1984
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penerapanya kontektual bangunan tradisional dilakukan dengan transformasi yang
menggunakan metode simbolisasi yaitu,mensimbolkan salah satu ciri utama bangunan

tradisional Joglo dengan pendekatan preseden atau persamaan bentuk banggunan dengan

bangunan lain yang dapat dilakukan dengan persamaan bentuk/ raut, wama, ukuran,
lokasi/kedekatan atau arah26, serta metode analogi yaitu penerapan bentuk yang menyerupai

raut dari yang Iainnya dengan perbedaan pada bentuk bahasa, ukuran, lokasi atau

pemngkatan tak teratur dari perubahan yang dapat mendekati keserupaan."' yang diterapkan
dengan mentransformasikan makna ruang bangunan Joglo ke dalam bangunan Gedung
DPRD Kulon Progo dengan penerapan pada persamaan fungsi secara umum, missal ruang

pendopo sebagai wadah aktifitas pertemuan yang bersifat publik diaplikasikan dalam
ruang-ruang publik, atau ruang lain yang memiliki fungsi sama untuk diterapkan pada

bangunan Gedung DPRD Kulon Progo.

2.4.2 Fungsi, Karakter dan Makna Ruang pada Bangunan Joglo

Arsitektur Jawa mirip dengan jasad hidup yang tumbuh dan berkembang sejalan

/•mt

kepala

Badan

Senthong

BDalem

C Gandok

D Pringgitan

E Pendopo

dengan perkembangan hidup

penghuninya.2 sehingga

ruang-ruang pada bangunan

Joglo antara satu bangunan

dengan bangunan Iainnya

banyak perbedaannya, hal ini

tergantung dari kebutuhan

ruang yang selalu berubah Gbr 2.7 Denah dan Ruang Joglo

(berkembang-menyusut). Akan tetapi bangunan Joglo memiliki pakem dasar dalam

pembentukan ruang, susunan dasar ruangan pada bangunan Joglo biasanya dibagi atas tiga

26 Isaac-ARG. Pendekatan kepada Perancangan Arsitektur. Intermatra, Bandung, 1986. hal 42
27 Roger H Clark- Michael Pause, Preseden dalam Arsitektur, Intermatra, Bandung, 1986, hal 156
2X Budiarjo, Eko, Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan, Gajah Mada University
Press, Yoavakarta, 1987, hal 15
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bagian yaitu ruang pendopo, pringgitan, dalem serta proses organik bangunan Jogio

sebagai pengejawantahan tubuh yang terdiri dari kepala, badan dan kaki

1.Pendopo

Fungsi ruang pendapa adalah sebagai iempat periemuan yang bersifat umum (contoh:

tempat gendun, tempat pertemuan warga secara ritual, social, serta tempat bermain)"

Karakter ruang dan pendopo berbentuk bujur sangkar dengan disangga oleh empat tiang

yang disebut saka guru dan tanpa ditutup oleh dmdmg dengan penampilan terbuka yang

dihiasi dengan ornamen.

Makna dari ruang tersebut memberikan kesan sebagai iempat yang tebuka bagi urn urn/

individu lain (publik) dan bentuk penghormatan/ rnemuliakan orang lam yang

dianalogikan pada ruang publik seperti ruang Hail dan ruang Sidang Panpurna melalui

pemaknaan fungsi kegunaan sebagai ruang resmi sekaligus ruang umurn bagi masyarakat.

2.Pringgitan

Fungsi ruang pringgitan adalah sebagai tempat pertemuan secara khusus atau tempat

untuk mengadakan tontonan wayang.

Karakter ruang pringgitan terbentuk dari dinding-dinding pembatas dengan dmdmg

tengah bagian depan terbuka.

Makna ruang tersebut memberi kesan bahwa wadah tersebut merupakan daerah yang

bersifat khusus (semi publik) tetapi tidak tertutup bagi orang lain yang dianalogikan pada

ruang penyampaian pendapat dan ruang-ruang sidang yang bersifat semi publik dengan

pemaknaan fungsi ruang pertemuan yang bersifat khusus.

3.Dalem/ Oman Njero

Fungsi dalem adalah sebagai ruang keluarga (prifat) yang terdiri dari senthong kiwo,

senthong tengah (patehan) dan senthong tengen."

29 RIsmunandar K, Joglo Arsitektur Rumah Tradisional Jawa, Dahara Prize, Semarang. 1990, hal 93
30 Ibid, hal 93
" Ibid, hal 93
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Karakter dalem terbentuk sebagai wadah yang tertutup bagi orang lain/' individu lain

dengan empat dinding penutup, ruang dalem terdiri dari tiga bagian yaitu senthong kiwo,

tengah dan tengen.

Makna ruang dalem memberi kesan pada sebuah wadah khusus yang harus dihormati

dengan tidak menyentuh atau memasuki daerah tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yang
membenkan pandangan bahwa pemilik memiliki sesuatu yang bersifat pribadi dan tidak

boleh diusik atau diganggu orang lain dianalogikan pada ruang kerja sebagai area prifat.

a. Senthong Kiwo-Tengen

Fungsi senthong kiwo dan tengen merupakan ruang untuk kepala keluarga dan

istrinya, senthong yang ada disebelah barat digunakan sebagai ruang tidur suami

istri dan pada saat istri melahirkan anak menempati senthong sebelah timur sejak

bersalin sampai proses menyusui. "

Karakter ruang ini berada di dalam dalem dengan posisi mengapit senthong tengah,

ruang ini bersifat sangat prifat dan tertutup dan kadang fungsi jendela hanya sekedar

sebagai simbolik saja karena tidak berhubungan dengan halaman/ luar rumah.

Makna senthong yang berada disebelah timur-barat menggambarkan urutan

kehidupan manusia dan muda sampai tua yang ditempati berdasar tingkatan usia,

hal ini dianalogikan pada ruang anggota DPRD dan ruang Sekretariat dengan

tingkat hirarki pada keutamaanjabatan dan kedudukan.

b. Senthong Tengah

Fungsi senthong tengah sebagai tempat meditasi atau pertapan dan digunakan

sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga/ pusaka.

Karakter senthong Tengah sangat tertutup untuk orang lain, bahkan terkadang

wanita/ istri tidak boleh memasuki ruang ini karena sebagai tempat yang

dikeramatkan untuk bertapa dan menyimpan pusaka.

32 Revianto Budi Santosa, Omah Memhaca Makna Rumah Jawa YayasanBentang Budaya,
Yogyakarta, 2000, hal 59
33 Ibid, hal 60
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Makna dari ruang ini adalah suatu tempat yang dijunjung tinggi keberadaannya

sebagai tempat mulia yang berada ditengah bangunan dianalogikan pada ruang

Sidang Risalah sebagai tempat sidang keputusan dari hasil sidang-sidang iainnya.

Selain makna peruangan, ada makna Iain yang harus diperhatikan yaitu

bentuk bangunan Joglo yang simetris sebagai perlambang keseimbangan hidup,

pencapaian ke dalam pomahan yang diterapkan secara jujur yaitu langsung dan

terarah pada bangunan, serta keterbukaan dan rasa kekeluargaan yang tinggi

terwujud dalam membatasi pomahan dengan elemen alam atau pohon seperti

tinsan dan pemaknaan proses organik bangunan yang terdiri dari kepala-atap,

badan-bangunan atau masa, dan kaki-lantai.

Dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo tiga ruang dasar dalam

membentuk bangunan Joglo diatas ditransformasikan melalui analog! pada ruang-

ruang dengan fungsi yang sama.

a. Pendopo yang bersifat publik ditransformasikan pada ruang yang bersifat publik

pulaseperti ruang sidang Paripurna, Hall dan sebagainya,

b. Pringgitan yang bersifat semi publik ditransformasikan pada ruang sidang

komisi, fraksi, ruang tamu,pers dan ruang Iainnya yang mempunyai sifat semi

publik,

c. Dalem yang terdiri dan gandok (sebagai ruang umum bagi keluarga)

ditransfonnasikan pada ruang staff dan ruang anggota DPR, Senthong Kiwo/

Tengen ditransformasikan pada ruang pimpinan DPRD dan ruang Sekretaris,

ruang senthong Tengah ditransformasikan pada ruang sidang Risalah.

2.5 Tinjauan Perancangan Gedung DPRD

2.5.1 Prinsip Dasar Perancangan Gedung DPRD
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2.5.1.1 Sirkulasi Pada Gedung DPRD

Sirkulasi pada bangunan perkantoran harus meminimalkan jarak capai antar

ruang baik vertikal maupun horisontal dan menciptakan rasa hubungan yang akrab antar

ruang.34 oleh sebab itu sirkulasi pada Gedung DPRD Kulon Progo harus dapat memberikan

kemudahan dalam pencapaian antar ruang sesuai dengan tingkat hubungan antar fungsi dan

ruang.

A. Sirkulasi Ruang Luar

Sirkulasi ruang luar adalah sarana pencapaian antar kelompok ruang/ masa yang

dapat diciptakan melalui pencapaian secara langsung, tersamar, atau berputar Dalam

perancangan Gedung DPRD Kulon Progo kesan Terbuka dan Wibawa juga harus dapat

dirasakan pada sirkulasinya. Keterbukaan sirkulasi ruang luar dapat diciptakan dengan

menempatkan sirkulasi pencapaian ganda.

Pencapaian satu arah akan
memberi kesan lebih tertutup

Pencapaian lebih dari satu arah
memberi kesan lebih terbuka Memberi kesan lebih terbuka Memberi kesan tertutup

Gbr. 2.8 Arah Pencapaian
B. Sirkulasi Ruang Dalam

Sirkulasi ruang dalam adalah sarana pencapaian antar ruang dalam satu masa atau sesuai

dengan hubungan ruang yang dicapai secara linear, radial, spiral, grid atau network

dengan pembagian fungsi sirkulasi yaitu primer dan skunder. Kesan terbuka ditunjukkan

pada ruang sirkulasi melalui karakter media penutup, dimana hubungan interaksi dari ruang

sirkulasi dengan ruang Iainnya akan memberi makna terbuka. Sedang kewibawaan sirkulasi

tercipta melalui dimensi dan perletakan.

Sirkulasi ruang luar pada gedung DPRD haruslah dapat memberi jarak capai

yang dekat dan jelas terhadap ruang publik agar dapat memudahkan kegiatan pelayanan

terhadap masyarakat yaitu dengan pencapaian secara langsung dan penempatan ruang

Ernst Neufert-SunartoTjahjadi, DataArsitek jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997,ha! 6
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publik yang dekat dengan pintu masuk., sedangkan pada sirkulasi ruang dalam juga harus

tetap mempertimbangkan jarak capai antar ruang terutama pada ruang-ruang kerja untuk

memudahkan proses kegiatan kerja dengan pengaturan hubungan ruang sesuai dengan

kedekatan kegiatan yang disusun secara network dalam ruang kerja dan dihubungkan secara

terpusat melalui sirkulasi antar ruang.

2.5.1.2 Orientasi Gedung DPRD

Orientasi adalah penempatan bangunan sehingga memperoleh berbagai

keuntungan optimal pada site, dalam perancangan gedung perkantoran penampilan

bangunan harus satu organisasi antara lingkungan dan bangunannya yang dinyatakan dalam

upaya pendekatannya dengan tingkat penerimaan ke/dari publik. 5 Faktor-faktor yang
mempengaruhi orientasi dan lokasi bangunan adalah ':

a. Cahaya matahari, yaitu bagaimana memperoleh cahaya sesuai dengan yang

diinginkan. Dengan material bangunan yang tidak rapat/ transparan akan memberikan kesan

terbuka dan dukungan cahaya/pantulan cahaya yang mesuk ke dalam ruang.

b. Arah Angin, yaitu bagaimana mengarahkan aliran angin sebagai antisipasi dan beban

lateral yang diperoleh bangunan dan juga mengarahkan sirkulasi udara luar dan dalam

bangunan. Bukaan serta elemen pengarah angin merupakan unsur yang dapat diolah dengan

mengarah pada kesan terbuka dan wibawa.

c. View, yaitu bagaimana memanfaatkan view dari luar ke arah bangunan dan dari dalam

keluar bangunan sebagai daya tarik. Perletakan dan penempatan view dapat diarahkan

dalam membentuk kesan wibawa melalui perbedaan tinggi.

Perbedaan Tinggi arah view antar ruang
sebagai pendukung kesan wibawa

Besar-kecilnya intensitas sinar matahari
vang masuk dalam bangunan mendukung
kesan terbuka

"S|f * Sinar matahari masuk
mendukung kesan terbuka

IKew ibaw aan tercipta dari arah view

Gbr. 2.9Orientasi pada View dan Sinar Matahari

;? Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, DataArsitekjilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 6
*'' Ir Fajrianto, MTP, Diktat Perencanaan Tapak II, Universitas Islam Indonesia
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e. Landscape, yaitu bagaimana menata lingkungan luar bangunan sebagai pendukung

fungsi dan kesan bangunan yang diinginkan. Penataan landscape dengan memadukan

karakter tumbuhan dapat mendukung kesan terbuka dan wibawa.

•>*£? "~

'* s -. '

•**4

•A IT

> wibawa < wibawa > wibawa < wibawa

Gbr.2.10 DerajatKeterbukaan dan Kewibawaan pada Vegetasi

Orientasi gedung DPRD haruslah mengarah pada lokasi yang terjangkau oleh publik

dengan penempatan entrance bangunan yang dapat dilihat dan teridentifikasi oleh publik

sedangkan arah angin dan matahari dioptimalkan untuk ruang-ruang kerja dengan

pengolahan yang sesuai kebutuhan sekaligus untuk membentuk penampilan visual

bangunan seperti penempatan elemen shading yang sesuai dengan fungsinya dan

penempatannya yang diolah secara estetik.

2.5.1.3 Tata Masa pada Gedung DPRD

Masa adalah ruang yang dibatasi oleh dinding, lantai dan bidang langit-Iangit dengan

penyusunan pada bentuk yang menentukan volume ruang/' Pada bangunan perkantoran

masa dibangun secara spekulatif maupun seragam untuk memberikan kesatuan pada

bangunan atau kepemilikan.38 Bangunan yang terdiri lebih dari satu masa harus dapat

menciptakan lingkup kesatuan yang dapat diterapkan dengan penyeragaman bentuk masa

atau dengan pengolahan geometri pada masa sehingga memberi satu kesatuan yang utuh

pada bangunan agar publik dapat mudah dalam mengidentifikasi lokasi antar masa dalam

bangunan. Masa merupakan wadah pengelompokan ruang yang disusun menurut fungsi dan

hubungannya, susunan dan hubungan tersebut dapat menciptakan kesan dan karakter dari

fungsi yang terbentuk.

3' Franciis D K Ching, Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya. Erlangga, Jakarta, 1993, hal
38 Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, Data Arsitek jilid 1, Erlangga, Jakarta, 1997, ha! 6
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Pada bangunan Gedung DPRD Kulon

Progo susunan masa dapat

menciptakan kesan terbuka dengan

menciptakan respon gerak pengguna

antar ruang dan masa.
Susunan

Jarak antar masa

sbg ruang gerak

36

luka

a /- a nDDn Gbr. 2.11 Keterbukaan pada GubahanMasa
Susunan masa pada Gedung DPRD

sendiri dapat dicapai melalui susunan secara terpusat, linier, radial atau kluster, pada

perancangan Gedung DPRD Kulon Progo susunan masa menggunakan kluster karena

dengan susunan kluster akan lebih mudah dalam inembentuk open space sebagai ruang

gerak serta wujud penyesuaian pada luas site yang terbatas/ kecil

2.5.1.4 Tata Ruang Gedung DPRD

Ruang merupakan wadah yang disusun dalam masa bangunan. Pada ruang tersebut bentuk

visual, kualitas cahaya, dimensi, dan skala bergantung pada batas-batas yang telah

ditentukan oleh unsur-unsur bentuk dan jika ruang telah ditetapkan, dilingkupi, dibentuk

dan diorganisir oleh unsur-unsur bentuk maka arsitektur menjadi nyata.39 Pada bangunan
perkantoran untuk menghubungkan satu departemen dengan departeman Iainnya dalam
suatu bangunan diperlukan hubungan ruang yang sesuai dengan hubungan kerja antar

bagian agar denah ruang dalam bangunan tidak saling tumpang tindih. ° Ruang dibagi
menjadi dua yaitu ruang luar dan ruang dalam bangunan, ruang luar disusun dengan

mengelompokkan atau penzoningan fungsi ruang atas kegiatan sedangkan ruang dalam

disusun dengan pertimbangan hubungan ruang atas kegiatan terhadap fungsi. Dengan

permainan unsur-unsur tersebut ruang dapat menciptakan kesan yang diinginkan, kesan

terbuka dapat diciptakan dengan perpaduan lebar dan tinggi bangunan yang memberi

respon gerak optimal pada ruang tersebut.

39 Franciis D K. Ching, Arsitektur Bentuk, Ruang dan Susunannya, Erlangga, Jakarta, 1993, hal 108
40 Ernst Neufert-Sunarto Tjahjadi, Data Arsitek jilid I, Erlangga, Jakarta, 1997, hal 11
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rtutup Tertutup
Gbr. 2.12Proporsi Keterbukaan pada Ruang

Keterbukaan pada ruang diciptakan dengan mengatur skala tinggi-lebar ruang yang dapat

memberi kesan terbuka dengan pengolahan penutup ruang antar departeman yang

menggunakan material transparan, sedangkan kewibawaan diciptakan dengan mengatur

tingkat ketinggian lantai yang disesuaikan dengan hirarki kepentingan fungsi ruang yaitu

ruang-ruang dengan fungsi yang lebih utama diletakkan pada lantai yang lebih tinggi.

2.6 Tinjauan Studi Banding

2.6.1 Gedung DPRD Sleman

Kesan Terbuka yang nampak pada ekspresi Gedung DPRD Sleman terlihat pada susunan

dinding penutup depan yang dominan menggunakan material transparan. Hampir dari

keseluruhan dinding yang melingkupi fasade menggunakan bukaan-bukaan yang diisi

dengan matenal kaca, keterbukaan juga terlihat dari

site plan dengan adanya open space ditengah

bangunan.

Kesan Kewibawaan yang muncul tidak begitu «*:"

terekspresi dan fasade yang terbentuk dari masa-asa C£ '• _;.£

yang rendah. Kewibawaan hanya diperlihatkan .,-nirf- *,-.,--..*
melalui tonjolan-tonjolan struktur yang diekspose diluar dinding penutup dan penggunaan

aiap inudel Juglo yang dipeilmggi.

Snr^ollnan: ncda hanguinm tradisional terlihat dan penggunaan model atap Joglo dengan
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2.6.2 Gedung DPRD DIY

Kesan Terbuka tidak nampak pada ekspresi Gedung DPRD DIY. kesan yang diperlihatkan
justru cenderung tertutup. Keterbukaan hanya terlihat pada masa sebelah utara yang
orientasinya menghadap ke selatan yang , .

dominan menggunakan kaca, serta open

space yang diletakkan didepan bangunan

sebagai ruang gerak

Kesan Kewibawaan yang terlihat muncul

dari jajaran kolom bulat dengan dimensi

yang besar yang diletakkan dengan cara

repetisi didepan Hall utama.

Simbolisasi dari identitas bangunan tradisional tidak nampak dengan dominasi model
bangunan Belanda, penerapan pada bangunan tradisional lebih terlihat pada transformasi

perletakan pintu di samping kanan-kiri ruang Hall Utama.

2.6.3 Gedung DPRD Bantul

Kesan Keterbukaan dan bangunan Gedung DPRD Bantul tidak begitu terlihat

keterbukaan hanya ditunjukkan pada bukaan-bukaan bangunan secretariat, sedangkan pada

bangunan utama justru terlihat tertutup.

Kesan Kewibawaan yang timbul terlihat dari

ekspos struktur rangka yang rapat dan masa |
bangunan yang tinggi dan besar dengan struktur

bangunan modern.

Kesan pada identitas bangunan tradisional - "GFr.2l5 Ged7ng*DPRDBiStul
tersimbolkan melalui penggunaan atap model Joglo dengan ornament ukir jawa pada

entrance bangunan meliputi bagian pintu masuk dan kuncungan atap.
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BAB III

ANALISIS GEDUNG DPRD KULON PROGO

A. ANALISIS FUNGSIONAL BANGUNAN

3.1 Analisa Lokasi

3.1.1 Penentuan Lokasi Site

Pemilihan site bangunan Gedung DPRD Kulon Progo disesuaikan dengan fungsi

bangunan sebagai bangunan perkantoran yang terbuka bagi masyarakat dan memenuhi

fungsi pengawasan bagi pemerintah Eksekutif Daerah, yaitu :

1. Terletak pada Kota Administrasi Kabupaten Kulon Progo yaitu kecamatan Wates.

2. Sesuai dengan rencana peruntukan lahan (tata guna lahan) bagi pengembangan bidang

perkantoran yang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota Wates Kabupaten

Kulon Progo.

3. Tersedia dan dapat dijangkau oleh janngan utilitas seperti air bersih, janngan listrik,

jaringan telephon, jaringan sanitasi kota serta sarana pendukung Iainnya.

4. Luas site mencukupi untuk menampung berbagai kebutuhan ruang yang dapat

mewadahi berbagai aktifitas pada Gedung DPRD Kulon Progo.

5. Kondisi sekitar mampu mendukung fungsi dan tujuan bangunan.

6. Mempunyai kejelasan visual (mudah dilihat), misalnya terletak pada tapak yang terbuka

sehingga mudah dilihat dan memiliki akses yang mudah.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka, pemilihan site bangunan Gedung DPRD Kulon

Progo disesuaikan dengan karakter dari lokasi yang mempunyai potensi sebagai lingkungan

perkantoran yang dekat dan terbuka bagi masyarakat dan sekaligus dapat menunjang

kewajiban DPRD sebagai pengontrol jalannya pemerintahan.

Site tepatnya terletak pada jalan Sugiono ± 500m dari kantor Kepala Daerah

Tingkat II Kulon Progo dan ± 200 m dari lingkungan perumahan penduduk, dengan luas

site ± 15 000 m2
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3.1.2 Potensi Site

Kawasan sekitar jalan Sugiono merupakan lokasi perkantoran Pemerintah Daerah Tingkat
II Kulon Progo yang dalam Rencana Tata Ruang Kota Wates merupakan daerah rencana
pengembangan Perkantoran Administrasi Daerah, SMTP dan pertanian.

Adapun peraturan pemerintah mengenai pembangunan site meliputi :

1. Prosentase maksimum Koefisien Dasar Bangunan (KDB) untuk bangunan yang akan

didirikan tidak boleh lebih dari 40 % dengan batas ketinggian bangunan 12m atau

maksimal 2 lantai.

2. Garis Sempadan bangunan dari as jalan adalah 20 meter

*^ssggS^?*?z%B*i&<*\*

Gbr.3.1 Site BangunanGedung DPRD Kulon Progo

Batas site sebelah utara merupakan jalan Sugiono (arten skunder), sebelah selatan daerah

persawahan, sebelah barat jalan lingkungan dan sebelah timur daerah persawahan.

Site merupakan area persawahan yang secara garis besarkondisi site sebagai berikut:

a. Site relatif tidak berkontur

b. Site memiliki jaringan utilitas seperti jaringan listrik, jaringan komunikasi, janngan

air bersih dan jaringan drainase kota.

c. Site memiliki kedekatan dengan daerah perkantoran Pemda Kulon Progo,

perumahan penduduk dan sekolahan (sarana pendidikan)
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3.1.3 Analisis Site

3.1.3.1 Sirkulasi Site

A. Pencapaian

Posisi site terletak pada jalan Sugiono dimana lalu Iintas padat pada jam-jam 7.00-9.00,
12.00-14.00 dan 16.00-18.00 sehingga perlu diperhatikan pencapaian dengan meletakkan

posisi pintu masuk untuk kemudahan sirkulasi menuju bangunan dengan tidak mengganggu
lalu Iintas kota dan perlunya area parkir dalam site untuk menghindan penggunaan parkir

disepanjang jalan tersebut.

LJtara

'Bangunan.

Gbr. 3.2 Sirkulasi Luar Site

A. Jalan Sugiono merupakan sirkulasi utama yang padat lalu Iintas, untuk menghindari

adanya kemacetan lalu Iintas dijalur tersebut maka daerah sepanjang site dijadikan

daerah bebas parkir dengan konsekwensi penyediaan area parkir didalam site.

B. Area B merupakan daerah garis sempadan (bebas bangunan) yang cukup luas, untuk

memberikan fungsi pada lahan tersebut dapat direncanakan sebagai lahan parkir dan

taman.

C. Sebagai respon pada kepadatan lalu Iintas, pencapaian arah masuk dan keluar site

disearahkan dengan arah gerak lalu Iintas.
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D. Jalan Lingkungan yang tidak padat diefektifkan sebagai pencapaian bagi karyawan

dan staff Gedung DPRD, hal ini dapat membantu pada respon antisipasi kemacetan

diarahjalur jalan Sugiono.

Adapun pencapaian sendiri dapat diterapkan dengan beberapa alternatif antara lain :

1. Pencapaian secara langsung 2. Pencapaian secara tersamar 3. Pencapaian secara berputar

.A.
/ i \

Keuntungan :

a Pencapaian ke pintu

masuk jelas

b Vasade bangunan

keseluruhan terlihat jelas

Kekurangan :

a. Bentuk tiga dimensi

dan perspektif bangunan

tidak terlihat

# ,-''

/ \ K

^eh^
- •

Keuntungan :

a Memberi efek perspektif

pada fasade depan

Kekurangan :

a Memerlukan tanda

utk mengarah ke tujuan

b Pencpaian kurang jelas

Gbr. 3.3 Alternatif Pencapaian

Keuntungan :

a. Dapat memperlihatkan
keutuhan bangunan tiga
dimensi

b. Memberi surprise

Kekurangan :

a. Pencapaian tidak jelas

b Memerlukan banyak tanda
untuk mengarah ke tujuan

Dengan analisa diatas maka rencana pencapaian dan sirkulasi pada site Gedung DPRD

Kulon Progo menggunakan peencapaian secara langsung dengan perthnbangan :

1. Memberi kemudahan dalam pencapaian pada aktifitas publik seperti demonstrasi.

2. Memberi kesan menerima dengan konsekwensi pada kemudahan pencapaian ke dalam

bangunan sehingga berkesan terbuka dalam menerima masyarakat umum.

Pada pencapaian ini hubungan kegiatan dicapai dan luar site menuju ruang publik, semi

publik, privat secara langsung melalui sirkulasi utama.



Pencapaian dari
luar bangunan

Ruang publik

«*•* j" ^ «.-,a
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Pencapaian pada sirkulasi utama bangunan
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gbr.3.4 Arah Pencapaian

B. Sirkulasi Dalam pada Site

Sirkulasai dalam pada site adalah sirkulasi dimana masa masa pada bangunan dihubungkan

oleh garis-gans pencapaian dan pada unit-unit masa tersebut juga dihubungkan oleh

sirkulasi antar ruang. Adapun jenis sirkulasi antara lain :

Gbr. 3.5 Pola Sirkulasi
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Dari alternatif diatas maka jenis sirkulasi yang sesuai dengan Gedung DPRD Kulon Progo

adalah gabungan jenis sirkulasi network dan radial dengan pertimbangan :

1. Kesesuaian dengan pola keruangan yang menggunakan hirarki/ berpusat disesuaikan

dengan sirkulasi radial

2. Hubungan kelompok ruang yang saling berhubungan membentuk suatu sistem

disesuaikan dengan sirkulasi network

Pada alternatif ini sirkulasi network berfungsi untuk menghubungkan antar ruang dalam

satu fungsi yang mengarah pada sirkulasi utama bangunan yang menghubungkan antar

fungsi dengan sifat radial menuju titik hirarki tertinggi.

radial

network

network

Sirkulasi antar fungsi

Sirkulasi antar ruang

Sirkulasi dalam ruane

Semi publik

publik

servis

Tinekat hirarki sirkulasi antar

3.1.3.2 View dari dalam atau luar Site

Site menempati lokasi yang memiliki view masuk dan keluar dengan spesifikasi sebagai

berikut:

K , . ---7
K»i

>^

-^ ^ t£-

^t-
i\ij\ Kecrari penaAoncn

Gbr. 3.6 Arah ViewBangunan
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a. Site bagian utara mendapat view dari jalan Sugiono, berseberangan dengan

kantor dinas Pekerjaan Umum (DPU).

b. Site bagian selatan view mengarah keluar pada area persawahan yang pada

RDTRK Wates merupakan area pengembangan sarana pendidikan (SMTP).

c. Site sebelah Timur view mengarah keluar pada area persawahan yang

merupakan daerah rencana pengembangan perkantoran.

d. Site pada bagian barat mendapat view dari jalan lingkungan yang berseberangan

dengan area perkantoran.

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo, orientasi fasade bangunan ditujukan ke jalan

Sugiono dengan arah ke depan dan menyudut serta kearah barat hal tersebut disesuaikan

dengan kondisi site yang banyak menerima view dari luar, sedangkan arah view keluar

diarahkan keseluruh sudut bangunan karena untuk memaksimalkan bukaan sebagai alur

keluar-masuk udara dan penerangan alami serta mendukung adanya kesan keterbukaan.

71 TT K
x Arah view pada ruang PRIFAT dan SERVIS

Arah view ruang PUBLIK dan SEMI PUBLIK

Arah view masuk diterapkan pada ruang publik dan semi publik dimaksudkan untuk

memberikan kemudahan pada pengunjung untuk menemukan ruang tersebut sehingga

perletakannya berada dibagian utara dan barat site yang banyak mendapat view dari luar.

View keluar diterapkan pada semua ruang dengan arah barat dan utara untuk ruang publik

dan semi publik, sedangkan arah timur dan selatan diterapkan untuk ruang privat dan servis.
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3.2 Fungsi dan Kebutuhan Ruang

3.2.1 Analisa Kegiatan Pelaku

Kegiatan yang diwadahi dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo meliputi beberapa

kegiatan yaitu kegiatan yang bersifat publik, semi publik, privat dan kegiatan servis yang

dikelompokan dalam dua badan tugas antara lain kelompok anggota DPRD dan kelompok

staff Sekretariat DPRD, kegiatan tersebut antara lain .

Tabel 3.1 Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Kegiotafl fung/i ru<in$ pelaku Jumloh Keb. ruoflg fo/ililci/

Demonstrasi Publik Masyarakat-Pen 200 R. Hall Panggung Orasi

Anggota DPRD 40 R. Pengamatan

Petugas 20 Lavatori

Sidang Paripurna Publik Masyarakat-Pers 150 R.Sidang Paripurna Mimbar Pimpinan

Anggota DPRD 40 R. Pengelola Sound Sistem

Petugas 10 R. Pengunjung Meja-Kursi Persid

Ang. Eksekutif 20 R. Pers

Lavatori

Kursi Pengunjung

Parkir Publik Tamu (masy, 120 mbl Parkir mobil Rambu-Rambu

pers, Eks) IQOmtr Parkir Motor Garis Batas Kend.

Anggota DPRD 3 bis Parkir Bis Pos Jaga

Sekretariat Lavatori

Istirahat/ Santai Publik Umum Taman

Mushola

Cafetaria

Perpustakaan

Lapangan O. R

Tempat duduk

Tempat Bermain

Lapangan OR

Peny. Pendapat Publik Masyarakat 40 R Peny. Pendapat Meja-kursi

Anggota DPRD 8 Lavatori

Petugas 2

Penerimaan Publik Masyarakat-pers 150 Lobby Meja Penerimaan

Petugas R. Informasi

R. Tunggu

Alat Komunikasi

Kursi Tunggu

Sidang Semi Publik Anggota DPRD 10 R Sidang Fraksi Meja Sidang

Petugas 2 R. Sidang Komisi Sound Sistem
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R. Rapat Risalah

Lavatori

Pelayanaan Semi Publik Petugas 2 R. Tamu Meja-kursi

Tamu 5 R. Pers

Kunjungan Kerja Semi Publik Anggota DPRD 10 R. Transit

Petugas 2 Garasi

R. Tunggu Sopir

Rutinitas Kerja Prifat Anggota DPRD 40 R. Ketua DPRD Meja-kursi

Sekretariat 40 R. Wakil ketua Lemari arsip

(staff, karyawan) R. Komisi

R. Fraksi

R. Arsip

R. Sekretaris

R. Kepala Bagian

R. Ka. Sub. Bag

R. Karyawan

R. Staff

KM/WC

Lavatori

Analisa Ruang pada Kegiatan Utama

1. Demonstrasi

Demonstrasi adalah kegiatan pelayanan pihak DPRD kepada masyarakat umum dalam

menerima pernyataan protes ataupun usulan terhadap jalannya Pemerintahan Daera,

kegiatan ini bersifat umum dengan waktu kegiatan tidak terbatas. Adapun kebutuhan

ruang yang harus disediakan adalah :

a. Hall

b. Panggung Orasi

c. Ruang Pengamatan

d. Lavatori
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Gbr. 3.7 Bagan Kegiatan Demonstrasi

Pada ruang utama kegiatan demonstrasi dapat diterapkan dengan sifat ruang yang

terbuka ataupun tertutup yang mewadahi kebutuhan ruang-ruang dan fasilitas kegiatan

tersebut, dalam hal ini ada dua alternatif ruang :

a. Hall Terbuka

Keuntungan .

• Kapasitas ruang lebih fleksibel

• Memberi kesempatan peran serta pada masyarakat sekitar

• Jaminan pada keamanan gedung

Kekurangan :

• Kurangnya kenyamanan pada ruang

• Kurangnya interaksi antara masyarakat dan DPRD

b. Hall Tertutup

Keuntungan :

• Memiliki kenyamanan ruang yang lebih

• Interaksi antara masyarakat dengan DPRD

Kekurangan :

• Kapasitas ruang terbatas

• Keamanan Gedung kurang terjamin
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Dan alternatif ruang diatas, maka ruang Hall terbuka akan lebih menguntungkan dengan

penerapan atau letak ruang pada bagian depan bangunan, adapun pertimbangannya adalah :

• Kemudahan pencapaian pada saat kegiatan berlangsung

• Keamanan gedung lebih terjamin

• Ruang terbuka lebih fleksibel dalam menerima kelebihan pengguna

" Lebih berkesan terbuka karena memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk

menyaksikan atau berperan dalam kegiatan tersebut.

• Letak ruang pengamatan yang lebih tinggi dengan ruang Iainnya akan memberi kesan

wibawa pada pemakainya, selain itu juga memberi jaminan pada keamanan.

Hall diletakkan didepan bangunan untuk memudahkan pencapaian dengan ruang

demonstrasi diperendah dari permukaan site untuk mempermudah pengamatan.

Ruang demonstrasi

Ruang pengamatan

Panggung Orasi

? • -sf

Ruang pengamatan

t Panggung orasi

'. -I

Gbr.3.8 Hall dengan ruang terbuka
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2. Sidang Paripurna

Adalah sidang Dewan Legislatif yang diadakan dalam pembentukan RAPBD,

penetapan peraturan daerah (Perda), pertanggung jawaban Bupati, sidang pengajuan

proyek daerah (sidang umum), sidang pemecahan kasus daerah (sidang khusus) dan

sebagainya. Ruang yang dibutuhkan pada kegiatan ini adalah :

a. Ruang Sidang

b. Ruang Pengelola (ruang mixer)

c. Ruang Pengunjung dan Pers

d. Mimbar Pimpinan.

e. Lavatori

vaiakor !
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Gbr. 3.9Bagan Kegiatan SidangParipurna

Kebutuhan ruang diatas dalam perancangan Gedung DPRD Kulon Progo dapat

diterapkan dengan 2 alternatifyaitu penempatan secara terpisah dan penggabungan.

1. Penggabungan ruang

2. Pengelompokan ruang

Dari analisa diatas maka penempatan ruang yang sesuai dengan ruang sidang paripurna

Gedung DPRD Kulon Progo adalah menggunakan cara pengelompokan dengan

pertimbangan :



Kelompok Pers

Kelompok Peserta

Arah Interaksi antar kelompok

Pertimbangan pada faktor keamanan baik pihak DPRD, masyarakat, atau kelompok

peserta persidangan Iainnya, yaitu memberikan jarak pada kelompok tersebut untuk

menghindan perselisihan pendapat pada persidangan.

Pertimbangan pada faktor fungsi yaitu membedakan tugas dan aktifitas yang

berbeda dari pihak

peserta persidanga

agar persidangan

dapat berjalan

dengan baik.

• Pertimbangan

pada faktor

ekspresi yaitu

menekankan pada

terciptanya kesan

wibawa pada pihak peserta persidangan.

Persidangan

Persidangan adalah kegiatan utama dan tugas anggota dewan legislatif sebagai penentu

jalannya pemerintahan daerah, adapun persidangan dibagi menjadi tigajenis yaitu :

1. Sidang Komisi

2. Sidang Fraksi

3. Sidang Risalah

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
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Kelompok Masyarakat ^ ^ Mimbar Pimpinan
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Kelompok Pengunjung

Kelompok Pers

Kelompok Peserta

Mimbar Pimpinan

Gbr.3.10 RuangSidang Paripurna



Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kulon Progo

52

Dalam rencana ruang sidang Gedung DPRD Kulon Progo dapat diterapkan dengan

susunan secara kluster (berkelompok) dan secara hirarki (berpusat) dengan alternatif

ruang sebagai berikut:

a. Susunan ruang sidang secara kluster

Kelebihan :

• Interaksi antar pemakai mudah

• Tidak membutuhkan ruang yang besar

Kekurangan :

• Jumlah pemakai terbatas

b. Susunan ruang sidang secara hirarki

Kelebihan :

• Daya tampung optimal

Kekurangan :

• Ruang gerak terbatas

• Membutuhkan ruang yang besar

.-4#,

Gbr.3.11 Susunan Secara Kluster

Gbr.3.12 Susunan Secara Hirarki

Dari analisa diatas maka susunan ruang yang tepat dari kedua alternatif untuk ruang

sidang Gedung DPRD Kulon Progo adalah secara kluster dengan pertimbangan :

• Pertimbangan pada fungsi secara kualitatif, yaitu mengoptimalkan interaksi antara

peserta sidang dengan meminimalkan jarak antar peserta.

• Pertimbangan pada fungsi secara kuantitas, yaitu mengoptimalkan besaran ruang

disesuaikan dengan jumlah peserta sidang yang terbatas.

Kelompok kluster yang dimaksud dalam perencanaan Gedung DPRD ini adalah kluster

tanpa hirarki atau pengelompokan yang disejajarkan antara peserta satu dengan Iainnya,

hal ini dicapai untuk mempermudah interaksi antar peserta sidang.
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-> peserta

Dengan kesejajaran maka
interaksi antar peserta
persidangan akan lebih
mudah dan hubungan
antar peserta akan lebih
optimal antara satu dengan
lainnva

Hubungan dan interaksi peserta sidang

Gbr. 3.13 Ruang Sidang secaraKluster (berkelompok)

3.2.2 Analisa Kebutuhan dan Besaran Ruang

Besaran ruang pada Gedung DPRD Kulon Progo ditentukan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Kegiatan yang diwadahi - Bab II

2. Jumlah pemakai (prosentase) Bab III

3. standart besaran ruang Bab II

Berdasarkan pada pendataan jumlah anggota Legislatif, pegawai dan karyawan Gedung

DPRD Kulon Progo terdiri dari 40 orang anggota Legislatif serta 40 pegawai dan karyawan
sekretariat DPRD.
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Berdasarkan tuntutan akan penambahan ruang baru yang bersifat publik dengan melibatkan

peran unsur masyarakat diasumsikan secara maksimum mewadahi 200 orang

Tabel besaran ruang pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

1. Kebutuhan Ruang Publik

Tabel 3.2 Ruang Publik Anggota Dewan Legislatif

i\o heoutuhan ruang I nit Astimsi perlutungan Luas

(»r)

Analisis J umtali

On2)

1 R Sidang Paripurna 150 masy, 40 angg Leg, 1,25 ((150+(20%x150)) 312,5

10 petugas, 20% 0,8 xl,25 +

Sirkulasi, 5% Iain-lain (40+ 10)x0,8

2 Lobby 75% masy,20% sirkulasi 1,1 ((75%x200) +

(20%x200))x 1,1

209

3 R. Hal! 1 100% masy. 100% angg

Leg, 50% petugas, 20%

Sirkulasi, 5% Iain-lain

1,5 ((200 + 40 + 20) +

(20% + 260) +

(5% + 260))x 1,1

487,5

4 Parkir Publik 1 1360,8

Mobil 60 mbl (30%masy) 12 ((60x 12) +

Motor 150 mtr 1,5 (150 x 1,5) +

Bis 3 bis 44 (3 x 44)+20%jml

5 R. Peny. Pendapat 1 20% masy,20% angg. Leg

5% petugas

2,5 ((40 + 8 + 2 ))x2,5 125

6 Taman 1 menyesuaikan - - -

Jumlah Total 2494.8

No Kebutuhan ruanv

Parkir Pengguna

Mobil

Motor

Taman

Jumlah Total

Tabel3.3Ruang Publik Sekretaris DPRD

Unit Asumsiperhitungun Luas Analisis

0"2)

1

40 mbl ( 50% penguna ) 12

80 mtr ( 100%pengguna) 1,5

Menyesuaikan

((40 x 12) +

(80x0,8)+20%jml

Jumlah

720

720
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2. Kebutuhan Ruang Semi Publik

Tabel 3.4Ruang Semi Publik Anggota Legislatif

no Kebutuhan ruang Unit Asumsi perhitungan Luas Analisis

(i»2)

Jumlah

1 R. Sidang Komisi

2 R Sidang Fraksi

3 R. Tamu

4 R. Pers

5 R Transit

2 25% Angg Leg. 5% pet. 3 ((25%x40) + 72

(5%x40)) x 2 x 3

2 25% angg. Leg. 5% pet. 3 ((25%x40) + 72

(5%x40» x 2 x 3

5 orang 2,5 5 x 2 x 2,5 25

5 orang 2,5 5x3x2,5 37,5

25% angg. Leg, 5% pet 3 ((25%x40) + 36

(5%x40) x 3

Jumlah Total 242.5

Tabel3.5 Ruang Semi PublikSekretariat DPRD

no Kebutuhan ruana

1 R. Rapat Risalah

2 R. Tamu

3 Garasi

Jumlah Total

Unit Asumsi perhitungan Luas Analisis

(nr)

25% secretariat, 10%

angg Legislatif

5 orang

5 kendaraan

Jumlah

3 ((25%x40) +

(10%x40)x3

42

2,5 5x2x2,5 25

12 12x5 60

127

3. Kebutuhan Ruang Privat

Tabel 3.6 Ruang Privat Anggota Legislatif

no Kebutuhan ruanu Unit Asumsi perhitungan Luas Analisis

On')

1 R. Ketua Dewan 1 1 Orang

2 R. Wakil Ketua 3 1 Orang

3 R. Komisi 5 7 Orang

4 R, Fraksi 7 5 Orang

Jumlah

30 1x30 30

20 3x20 60

8 5x7x5 280

8 7x5x5 280
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Jumlah Total

n<> Kebutuhan ruang
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1 Orang 16 1x16 16

666

Tabel 3.7 Ruang Privat Sekretariat DPRD

Unit Asumsi perhitungan Laos .inalisis Jumlah

56

1 R Sekretaris 1 1 Orang 25 1 x25 25

2 R. Kepala Bagian 3 1 Orang 15 3x 15 45

3 R. Kepala. Sub. Bag 6 1 Orang 12 6x 12 72

4 R Karyawan 3 4 Orang 6 3x4x6 72

5 R Risalah 1 2 Orang 8 2x8 16

6 R. Staff 6 5 Orang 6 6x5x6 180

Jumlah Total 410

4. Kebutuhan Ruang Servis

Tabel 3.8Ruang ServisAnggota Legislatif

no Kebutuhan ruang

1 Lavatory

2 KM/WC

4 Lapangan O. R

5 Mushola

Jumlah Total

No Kebutuhan ruang

Asumsi perhitungan

5 Orang

1 Orang

100 orang

Luas Analisis Jumlah

3 5x5x3 75

6 4x6 24

0,65 100x0,65 65

164

Tabel3.9 Ruang Servis Sekretariat DPRD

Unit Asumsiperhitungan Luas Analisis Jumlah

1 Lavatory 4 3 Orang 3 4x3x3 36

2 Mushola 1 100 orang 0,65 100x0,65 65

3 Lapangan O.R 1 -
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4 KM/WC 1 1 Orang 6 1x1x6 6

5 Perpustakaan 1 3 petugas, 3 (3 x 3) + 79

Perbukuan 50 Pengguna 0,6 (50 x 0,6) +

R. Baca 0,8 (50 x 2,5)

6 Cafetaria 1 100 pengguna 1,4 (25%x40)x2xl,4 140

7 Dapur 1 3 Orang 8 3x8 24

Jumlah Total 350

Luas total keseluruhan ±5174,3 m2, untuk menganalisa ruang sirkulasi diambil 20% dari

luas keseluruhan, jadi 1034,86 + 5174,5 = 6209,36. Maka luas keseluruhan bangunan

adalah ±6209,36m2

3.2.3 Hubungan Ruang dan Organisasi Ruang

3.2.3.1 Hubungan Ruang

Hubungan ruang dalam bangunan Gedung DPRD Kulon Progo merupakan keterkaitan

antara ruang satu dengan Iainnya. Dasar-dasar pertimbangan dalam menentukan hubungan

ruang antara lain :

a. Keterkaitan hubungan antar kegiatan

b. Keterkaitan antar fungsi kegiatan, serta frekwensi hubungan kerja.

Dari dasar pertimbangan diatasdidapat tiga tingkatan hubungan ruang yaitu :

1 Hubungan Langsung/' Hubungan Erat (kegiatan dengan tingkat privasi rendah) yaitu :

a. Lobby berhubungan langsung dengan Ruang Sidang Paripurna, Ruang Penyampaian

Pendapat, Ruang Tamu dan Ruang Pers.

b. Ruang Ketua berhubungan langsung dengan Ruang Sekretaris.

c. Ruang Ketua berhubungan langsung dengan Ruang Wakil Ketua.

d. Ruang Sekretaris berhubungan langsung dengan Ruang Kepala Bagian.

e. Ruang Sidang Paripurna berhubungan langsung dengan ruang teknis.
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2. Hubungan Tidak Langsung/' Hubungan Kurang Erat (tingkat privasi sedang)

a. Ruang Pengelola berhubungan tidak langsungdengan ruang-ruang lain

b. Ruang Staff dan Karyawan berhubungan tidak langsung dengan Ruang Anggota

Dewan Legislatif.

c. Lavatori berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang Iainnya.

d. Hall berhubungan tidak langsung dengan ruang-ruang Iainnya.

3. Tidak ada Hubungan (tingkat privasi tinggi)

Yaitu ruang-ruang kegiatan servis tidak berhubungan dengan ruang-ruang Iainnya.

Anggota DPRD Sekretariat DPRD

fritat Pritat

Publik Semi Publik Semi Publik Publik

---{—
i

i

j
i

i i

Servis

i

Langsung

Tidak langsung

Gbr3.14Bagan Hubungan Ruang

3.2.3.2 Organisasi Ruang

Organisasi ruang dilakukan untuk memperoleh penataan ruang yang optimal. Dasar

penataan ruang dalam menentukan organisasi ruang adalah :

a. Hirarki atau tingkatan fungsi ruang

b. Hubungan antar ruang

c. Frekwensi hubungan ruang
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Dari dasar pertimbangan diatas maka organisasi dalam Gedung DPRD Kulon Progo adalah

organisasi tata ruang, yaitu pengelompkan ruang-ruang pada wadah aktifitas anggota

Dewan Legislatif dan Sekretariat Gedung DPRD yang berhubungan secara per-keiompok

dengan ikatan ruang yang dibagi dalam ruang kegiatan Publik, Semi Publik, Privat dan

Servis.

^QSQjjjJI
•1—

Lobln R Into R. Pern Pendapf

_.. Sekretaris R Fraksi Ketua DPRD

R. Kabag R. Tamu/Pers Lavatori Wakil Ketua

R. Kasubag

i

R Staff R. Karyawan
|

R. Sidang Risalah

R. Komisi

R. Sidang Komisi R SidangFraksi

Mushola Lapangan OR — Kantin — Dapur

Gbr.3.15Bagan Organisasi Ruang
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B. ANALISIS CITRA DAN KESAN BANGUNAN

3.3 Analisa Kesan Keterbukaan dan Kewibawaan serta Kontektual pada Bangunan

Tradisional

Analisa kesan Keterbukaan dan Kewibawaan serta kontektual pada bangunan tradisional

dibawah adalah metode yang dilakukan dengan menerapkan citra/ kesan pada fungsi dan

dasar-dasar faktor penentu dengan pendekatan penerapan citra pada unsur-unsur dasar

perancangan bangunan yang dapat disesuaikan.

Adapun hubungan kesesuaian antara dasar-dasar perancangan dengan faktor penentu

ekspresi bangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Analisa Kesan Keterbukaan

Tabel 3.10 Dasar Penentu Kesan Terbuka

Faktor penentu Tata masa Lay out ruang Bentuk bangunan Sirkulasi

Komposisi ^^^^^^^^^^^| ^•IH
Hirarki •^^B

aaaaaaaaaaaaaaa.. ^^^•••••••••••i

Keterangan

berhubungan

] : tidak berhubungan

Dalam menentukan kesan keterbukaan pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dapat

dicapai melalui:

1. Komposisi

Komposisi diciptakan melalui tata masa yang

diarahakn dengan memadu gubahan masa untuk

membentuk ruang-ruang sirkulasi atau open space

yang mengarah pada aktifitas gerak pengguna

sehingga memberi kesan terbuka. Selain itu juga

Bukaan

membantu

interaksi

i

"* I •* •*•"

Gbr. 3.16 0

—, — -*• •>&&*> "• '-"-

pen Space

[Ft *-v

("\Open space sbg
ruang gerak

sbg Ruang Gerak
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dapat diciptakan melalui lay out ruang yang menggunakan bahan-bahan

penutup transparan atau dengan memperbanyak bukaan sehingga merespon

interaksi antara pengguna didalam bangunan dan luar bangunan.

.♦•■4«»
.tidak membentuk ruang _— membentuk ruang

tertutup
I

Keterbukaan dirasakan oleh

pengguna didalamm a terbuka

Komposisi masa dengan
jarak tertentu akan
menghasilkan ruang atau
open space pada jarak masa
tersebut yang akan
memancing gerak
pengguna bangunan

• « * /\ •

% •* *••! p*"
Hirarki

Hirarki diciptakan melalui sirkulasi dengan

paduan tingkat keterbukaan pada sirkulasi-

sirkulasi yang menuju ruang-ruang utama atau

ruang-ruang publik.

Hirarki keterbukaan pada sirkulasi:

Sirkulasidalam ruang Sirkulasi antar ruang

< terbuka

Keterbukaan dirasakan oleh

pengguna diluar bangunan

Sirkulasi antar fungsi

> terbuka

3. Skala

Skala dibentuk dengan tata masa dimana skala-skala pada gubahan masa memiliki

proporsi jarak yang dapat memberi kesan terbuka yaitu proporsi antara jarak

pencapaian terhadap masa yangdicapai atau masa yang meliungkupi.

Sinar matahari —

H*
Tertutup Terbuka
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Skala proporsi keterbukaan pada jarak masa dapat ditentukan dengan orientasi sinar

matahari yang masuk diantara jarak masa tersebut.

3.3.2 Analisa kesan Kewibawaan

Tabel 3.11 Dasar Penentu Kesan Wibawa

Faktor penentu Tata masa Lay out ruang Bentuk bangunan Sirkulasi

Komposisi ^••1 ^^^H 1
*

Hirarki ••• ^^•B ^•H
Skaia •••• ••••

Keterangan :

^••••••j : berhubungan
I | : tidak berhubungan

Dalam menentukan kesan kewibawaan pada bangunan

Gedung DPRD Kulon Progo dapat dicapai melalui :

1. Komposisi

Yaitu penerapan komposisi pada lay out ruang

dimana kewibawaan diterapkan pada ruang-ruang

utama dengan peninggian lantai seperti pada ruang

pimpinan, ruang sidang, ruang sidang paripurna, sedangkan pada bentuk bangunan

kewibawaan diterapkan pada fasade utama, entrance dan ruang pengamatan selain itu

kewibawaan diciptakan melalui penonjolan ornamen atau dengan bahan-bahan

yang memberi kesan elegan dan penonjolan pada elemen struktur dengan bentuk

bangunan yang menggunakan proporsi lebih pada besaran ruang sehingga bangunan

terlihat besar dan wibawa serta perpaduan struktur yang memberi makna kuat dan

kokoh.

Ruang utama yang
diwibawakan

Ruang luar

arm
TTTT

Kewibawaan pada lay out ruang diciptakan dengan peninggian lantai dan proporsi
besaran ruang yaitu 5 : 3 untuk lebartinggi

Ruang dalam

arah sirkulasi

Penonjolan stnitur
memberi kesan wibawa

6br. 3.18 Penonjolan Struktur



Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kulon Progo

63

Hirarki

Hirarki diciptakan melalui tata masa yang memberi arah memusat pada fungsi utama,

hal ini akan menghadirkan kesan mewibawakan masa yang dipusatkan atau diintikan.

Selain itu juga dapat diciptakan melalui lay out ruang dan sirkulasi yang dihadirkan

dengan mempertinggi lantai pada fungsi utama ruang dan memberikan ketinggian atau

besaran pada sirkulasi-sirkulasi utama.

Masa dengan hirarki kewibawaan tertinggi

diterapkan pada masa bangunan untuk anggota

dewan Legislatif, sedangkan sirkulasi dengan

hirarki tertinggi diterapkan pada sirkulasi utama

yang menghubungkan antar fungsi ruang, lay out

ruang dengan hirarki tertinggi diterapkan pada

ruang sidang risalah.

DDD

LTDQ

Masa yang
diwibawakan

DD

Hirarki Kewibawaan

pada masa bangunan

Hirarki fungsi ruang

Skala

Skala diciptakan melalui tata masa dan bentuk bangunan yang sesuai dengan lebar dan

tinggi bangunan dengan proporsi yang dapat membentuk kesan wibawa.

Skala jarak antar masa disesuaikan

dengan jarak pandang dari masa

D 30° ( Iainnya sehingga kewibawaan dari

masa vane terlihat menghasilkan

objek bangunan yang terlihat secara utuh dari bangunan didepannya.

3.3.3 Analisa Kontektual Bangunan pada Arsitektur Tradisional

Tabel 3.12 Dasar Penentu pada Kontektual Bangunan Tradisional

Faktor penentu
i
i

Tata masa Lay outruang I Bentuk bangunan I Sirkulasi

| Simbolisasi ^^^H!HHi |!
i

Pemaknaan
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berhubungan

J : tidak berhubungan
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Dalam menentukan kontektual bangunan Gedung DPRD Kulon Progo pada arsitektur

tradisional dapat dicapai melalui:

1. Simbolisasi

Penerapan simbolisasi bertujuan untuk memberikan imej bangunan yang kontektual

terhadap arsitektur tradisional pada publik diluar bangunan sehingga identitas lokasi

bangunan dapat terbaca oleh publik

Simbolisasi bangunan diterapkan dengan metode Preseden pada bentuk bangunan

misalnya menerapkan model atap joglo pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

sebagai ciri utama bangunan tradisional Jawa khususnya daerah Kulon Progo.

pada lay out ruang penerapan dilakukan dengan meletakkan ornamen-ornamen khas

arsitektur jawa pada ruang dalam dan luar bangunan, serta menyimbolkan ciri khas

utama yang dapat mewakili ciri arsitektur jawa
Perbandingan skala atap yg
membentukatap joglo

nnnn

Gbr.3.19 Simbolisasi Atap Joglo pada Gedung DPRD

Simbolisasi bentuk bangunan tradisional dilakukan dengan menerapkan atap model

Joglo pada masa bangunan, untuk memperlihatkan atap Joglo sebagai objek utama

maka perletakkannya diterapkan pada masa pengontras agar menjadi objek pandang

dengan merubah perbandingan skala atap yang tetap mencirikan model Joglo.

I •"• I
Merubah Standart Atap Joglo Merubah Standart Atap Joglo Standart Atap joglo
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Simbolisasi ornamen-ornamen khas arsitektur Jawa diterapkan pada ruang-ruang utama

yaitu pada ruang Sidang Paripurna, ruang Sidang Risalah, dan Lobby.

2. Pemaknaan

Pemaknaan diterapkan dengan analogi yang kontektual arsitektur tradisional pada

pengguna didalam bangunan sehingga identitas bangunan tetap dirasakan dalam

bangunan oleh pengguna atau publik.

Pemaknaan diterapkan pada tata masa, sirkulasi dan lay out ruang yaitu menerapkan

makna keseimbangan hidup seperti tubuh manusia sebagai proses organik yang

ditransformasikan dalam masa-masa bangunan, hal ini juga tercermin dalam pemaknaan

arsitektur Jawa antara lain bangunan terdiri dari kepala, badan dan kaki serta

keseimbangan simetris pada masa bangunan yang diciptakan dengan meletakkan masa

bangunan pada sumbu pemotong sebagai sumbu simetris yang diterapkan dalam bentuk

sirkulasi utama serta penerapan pencapaian secara langsung seperti pada tata sirkulasi

arsitektur Jawa.

Gbr. 3.20 Pemaknaan bentuk masa pada Gedung DPRD

Untuk mempertegas makna pada bentuk masa maka dalam penerapan makna kepala

dipertegas dengan penggunaan atap Joglo, pada penerapan badan diterapkan pada

lingkup masa bangunan sedangkan penerapan kaki dipertegas dengan mempertinggi

lantai dari dasar permukaan site.

ZLZTl
7

Gbr. 3.21 Sirkulasi sebagai Garis Keseimbangan Masa
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Untuk mempertegas garis keseimbangan maka garis tersebut diterapkan kedalam

sirkulasi utama yang membagi masa menjadi dua masa simetris atau berupa

pencerminan dua masa dengan sirkulasi sebagai garis pencerminan.

Pada lay out ruang pemaknaan diterapkan pada ruang-ruang yang mewadahi fungsi

publik dari transfonnasi ruang pendopo ke ruang sidang paripurna dan hall, ruang mti

senthong tengah ke ruang sidang risalah dan pringgitan sebagai ruang pertemuan khusus

ditransfonnasikan dalam ruang penyampaian pendapat.

Penerapan makna Iainnya pada ruang luar adalah dengan menerapkan batas ruang site

dengan menggunakan unsur alam seperti vegetasi sebagai batas ruang fungsi dan site.

.»••*•. ,••••••

IX

*?*:..•***:\.»***

Vegetasi dan sirkulasi sebagai
batas area fungsi ruang

•servis

•semi publik

-prifat

-publik

•'X1*. Jssrt

Vegetasi sebagai batas
Site bangunan —

%»va,Sirkulasi dicapai secara

langsung seperti pada bangunan

Joglo yang menempatkan pintu

regol tepat didepan bangunan

yang sejajar dengan sumbu

simetis bangunan yang

ditekankan pada kesejajaran

ruang pencapaian dengan

kuncung bangunan sebagai

ft *

4 *
* HL.

/

Gbr.3.22Vegetasi sebagai Batas Area
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3.4 Analisa Dasar Perancangan Bangunan

Tabel 3.13 Pendekatan Dasar Perancangan dengan Penampilan Bangunan

67

^Qasar perancangan

Penampilan bangunarT~~~~--^.

Hpat^ H13.S3. Tata ruang sirkulasi Orientasi

Bentuk

Fasade

Material

Visual

Struktur

Tfalrctiir rlon ii/Qrna
i v^ivOlui UU11 "UlilU

Keterangan

berhubungan

] tidak berhubungan

3.4.1 Tata Masa

Tata masa pada Gedung DPRD Kulon Progo adalah gubahan masa yang diterapkan

dengan memadukan masa-masa bangunan yang lebih dari satu sehingga membentuk

kelompok masa dalam satu bangunan komplek yang mengarah pada aktifitas gerak

pengguna. Susunan masa tersebut diterapkan secara simetris untuk memberi makna pada

kontektual bangunan tradisional, pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan dengan

penggabungan unsur bentuk dan visual bangunan.

• •

• I j

terpusat

Gbr. 3.23 Alternatif Tata Masa

•

D

•

n
•

•

linier radial

kluster
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Dari alternatif tata masa diatas maka susunan secara kluster merupakan model terbaik untuk

bangunan yang memiliki luas site terbatas. Dalam pengembangannva susunan cluster diikat

dengan open space sebagai ruang gerak antar masa sehingga komposisi masa akan tetap

menjadi satu kelompok bangunan.

I. Bentuk

'°pen space Perletakan Open space ditentukan oleh titik

temu garis keseimbangan sehingga selain

berfungsi sebagai ruang gerak open space

juga berfungsi sebagai stabiliser kelompok

masa.

Yaitu penerapan bentuk masa yang sesuai dengan karakter keterbukaan dan

kewibawaan serta kontektual pada arsitektur tradisional setempat. Bentuk-bentuk

beraturan akan memberikan kesan wibawa karena sifat kestabilan dan kekokohannya

sedangkan bentuk-bentuk yang fleksibel/ tidak beraturan dan bentuk yang berkarakter

terbuka akan memberikan kesan terbuka karena merespon pada pergerakan, serta

simbolisasi ciri khas arsitektur tradisional setempat sebagai identitas wilayah.
Bentuk dasar: Bidangpencerminan

Masa persegi memiliki stabilitas bentuk Gariskaseimbangan

Masa cekung memiliki kesan menerima Garis kaseimbangan

Gbr. 3.24 Bentuk Dasar Masa
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2. Visual

Pencerminan dan masa yang sejajar dengan garis keseimbangan akan memberikan

visual pada masa, karena stabilitas masa sebagai bagian dari kesan kewibawaan maka

hasil pencerminan juga harus masa-masa yang stabil yang terikat oleh titik dan garis

keseimbangan.

Gbr. 3.25 Pencerminan Masa Utama

Dari alternatif diatas maka bentuk pencerminan masa ketiga atau penggabungannya

akan memberikan nilai lebih pada visual masa karena susunan dari masa-masa tersebut

memberi bentuk yang tidak kaku dan tidak monoton. Pada pengembangan susunan

Omasa tersebut dapat dilakukan dengan meletakkan open space dengan bentuk

lingkaran atau persegi sebagai dasar dalam pengurangan bentuk pada masa-masa yang

diikat.

Titik berat masa

beraturan

Open space
sbg titik
keseimbangan

Titik berat

masa lengkung
Titik berat

Komposisi masa

*

Gbr. 3.26 Open Spacesebagai Dasar Penyesuaian Bentuk Masa
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3.4.2 Tata Ruang

Tata ruang pada Gedung DPRD Kulon Progo adalah susunan ruang-ruang dalam dan luar

yang dapat mencerminkan kesan terbuka, wibawa dan kontektual pada arsitektur tradisional

setempat. Pada penerapannya dilakukan dengan pendekatan pada unsur penampilan

bangunan seperti bentuk, fasade, material, struktur dan tekstur.

1. Bentuk dan Material

Dalam merencanakan ruang luar, site pada bangunan dikelompokkan dalam beberapa

zoning untuk memudahkan perletakan ruang-ruang yang akan direncanakan. Pada

penzoningan Gedung DPRD Kulon Progo diterapkan bentuk lingkaran sebagai lingkup

area fungsi ruang, penerapan bentuk lingkaran dimaksudkan untuk menghindari kesan

peruangan yang monoton serta kaku pada ruang luar karena site bangunan memiliki

bentuk persegi.

Untuk mempertegas ruang-ruang fungsi tersebut maka digunakan material alam berupa

vegetasi yang berfungsi sebagai batas area.

Ruang Publik diletakkan didepan pintu masuk

pencapaian karena untuk memudahkan aktifitas yang

bersifat publik seperti demonstrasi dan sidang

paripurna

Ruang Semi publik diletakkan disebelah barat

karena untuk mendapatkan view dari luar sebagai

bentuk identitas area.

Ruang Prifat diletakkan dibelakang ruang publik dan semi publik dimaksudkan untuk

mendapatkan kenyamanan ruang sebagai wadah aktifitas kerja. kerja.

Ruang servis diletakkan melingkupi semua ruang karena ruang tersebut merupakan

wadah bagi pelayanan kegiatan.
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2. Fasade, Struktur, Tekstur dan Warna

Dalam merencanakan ruang dalam, pada permukaan masa bangunan serta interiornya

didukung dengan penampilan fasade bagunan yang mengekspose struktur rangka

sebagai pendukung kesan wibawa, sedangkan tekstur dan warna diterapkan dalam

mendukung dan mempertegas susunan struktur.

3.4.3 Sirkulasi Bangunan

Sirkulasi pada Gedung DPRD Kulon Progo merupakan wadah aktifitas gerak yang

mengikat ruang satu dengan ruang Iainnya. Untuk mendapatkan kesan terbuka dan wibawa

pada sirkulasi ditentukan oleh unsur bentuk dan material.

1. Bentuk

Bentuk sirkulasi yang linier dan jelas/ tegas akan memberikan kesan terbuka karena

mengarah pada kemudahan dalam pencapaian dan tidak memberi kesan yang tersamar.

Bentuk yang mempertinggi lantai sirkulasi dengan ruang-ruang yang besar akan

memunculkan kesan wibawa pada sirkulasi tersebut, hal ini sesuai dengan unsur-unsur

pembentuk kesan wibawa pada bangunan. Sirkulasi utama Jalan Lingkungan

Sirkulasi utama

Sirkulasi antar Fungs) Ruang

Jalan Sugiono

Gbr. 3.27 KelompokSirkulasi
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2. Material

Material pada penutup/ lingkup alur sirkulasi yang tidak padat akan memberikan kesan

terbuka karena menciptakan respon interaksi pada pengguna didalamnya dengan

pengguna lain diluar ruang sirkulasi.

* ••—- • -ji •

f

A <* «

1

r * 1
*

Derajat Keterbukaan

r

• f
Potongan A-A

pp*% ^m .F5jf , ;-%{ t
•'', Derajat Kewibawaan

Gbr 3.28 Derajat Sirkulasi

3.4.4 Orientasi Bangunan

Orientasi atau arah hadap bangunan terhadap angin, sinar matahari dan view pada Gedung

DPRD Kulon Progo dalam membentuk kesan terbuka dan wibawa ditentukan oleh unsur

bentuk dan fasade bangunan, yaitu :

1. Bentuk

Bentuk masa cekung diarahkan kearah utara atau pada arah pencapaian masuk karena

bentuk cekung merupakan unkapan visual bangunan dalam memberi kesan

mengundang dan terbuka, sedangkan arah orientasi fasade yang lain diarahkan ke

bagian barat.

Gbr. 3.29Arah Fasade Bangunan

Fasade diarahkan kebagian
barat site dengan penekanan
pada ruang semi publik

Fasade utama diarahkan

kebagian utara atau kearah
pencapaian denngan penekanan
pada bentuk masa cekung
sebagai pembentuk kesan
terbuka
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2. Fasade

Bentuk-bentuk yang merespon arah orientasi seperti masa cekung atau bukaan-bukaan

yang mengarahkan arus angin dan elemen-elemen penghalang sinar matahari secara

langsung akan membentuk fasade yang diatur dengan mempertegas bentuk bukaan pada

elemen luar bangunan yang akan membantu ungkapan kesan terbuka pada bangunan.

Perpaduan ornamen pada bidang yang ditekankan akan memberikan kesan wibawa

karena menghadirkan susunan-susunan elemen yang elegan dan indah.

"i*0? lJL

•Entrance bangunan menentukan fasade utama Elemen shading membentuk fasade

Gbr. 3.30 Orientasi Fasade Bangunan

3.5 Analisa Pendekatan Bangunan

3.5.1 Pendekatan Struktur

Dalam merencanakan sistem struktur yang digunakan harus mempunyai kekuatan

penyangga beban juga harus bisa mendukung proses kegiatan yang berlangsung

didalamnya. Oleh sebab itu struktur yang dipakai adalah struktur rangka dengan konstruksi

beton bertulang, hal ini disesuai dengan keadaan beban bangunan yang harus diterima dan

fungsi peruangannya sebagai bangunan perkantoran.

Pada dasarnya rencana bangunan Gedung DPRD Kulon Progo bukan merupakan bangunan

lantai banyak hal ini sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Wates dengan batas tinggi
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bangunan adalah 12 meter atau dua lantai, rencana peruangan Gedung DPRD

membutuhkan kelompok ruang yang padat sebagai respon kebutuhan akan fungsi bangunan

sebagai bangunan perkantoran yang membutuhkan banyak ruang dengan hubungan ruang

yang erat, disamping itu ditinjau dari kebutuhan besaran ruang pada bangunan ini juga tidak

membutuhkan ruang bentang lebar. Maka dengan struktur rangka selain baik dalam

merespon beban dan gaya juga akan menghasilkan ruang-ruang dari susunan kolom dan

balok yang posisinya lebih fleksibel karena harus dapat diterapkan dengan pola-pola

tertentu sesuai dengan kebutuhan ruang atas fungsi.

3.5.2 Pendekatan Sistem Utilitas

Sistem utilitas yang akan dibahas adalah mengenai sistem jaringan listrik, sistem

penghawaan, sistem komunikasi, sistem pemadam kebakaran dan sistem air bersih dan air

kotor.

1. Sistem Jaringan Listrik

Secara umum sistem jaringan listrik memiliki dua sumber utama yaitu PLN dan sumber

listrik dari Genset. Jaringan listrik pada Gedung DPRD Kulon Progo ini menggunakan

dua sumber listrik dengan sumber utama diambil dari PLN dan sumber cadangan

diambil dari Genset.

PLN Meteran Listrik Beban Listrik

Main Panel Beban Listrik

J
Beban Listrik»

Gbr. 3.31 Bagan Pendistribusian Listrik

Pertimbangan diatas disesuaikan dengan fungsi listrik pada bangunan perkantoran yang

penggunaannya dominan pada siang hari. Pemilihan PLN sebagai sumber utama

dilakukan atas dasar kemudahan dalam memperoleh sumber dan mudah dalam
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perawatan, genset sendiri difungsikan untuk mengantisipasi adanya gangguan pada

sumber PLN pada waktu berjalannya kegiatan yang memerlukan listrik penuh sebagai

prasarana pendukung, misalnya pada saat sidang paripurna.

Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan yang akan diterapkan dalam bangunan Gedung DPRD kulon Progo

adalah :

a. Penghawaan Alami

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo penghawaan alami menjadi system

penghawaan utama, hal ini diterapkan karena pada bangunan tersebut merupakan

bangunan berlantai rendah dan menggunakan susunan ruang-ruang yang lebar dan

tinggi sehingga udara alami yang masuk akan lebih stabil dalam ketinggian

bangunan yang rendah dan dengan ruang-ruang yang besar sirkulasi udara akan

lebih optimal, disamping itu bukaan-bukaan yang dioptimalkan akan sangat

membantu proses sirkulasi dan luar kedalam bangunan.

Dasar dari pertimbangan penghawaan alami adalah :

• Menghindari udara langsung

• Aliran udara silang.

Dari dasar pertimbangan diatas maka penghawaan alami dicapai dengan pengaturan

dimensi dan posisi bukaan yang sekaligus dapat dimanfaatkan untuk pencahayaan

alami, selain itu juga penempatan tanaman sebagai penyaring dan pengarah udara.

b. Penghawaan Buatan

Penghawaan buatan diterapkan pada ruang-ruang publik yang membutuhkan suplai

udara tambahan serta pengaturan kelembaban dan suhu pada ruang-ruang tertentu

karena kepadatan penggunanya. Hal ini diterapkan dalam tujuan mendapatkan

kenyamanan pada pemakai di dalam ruang, seperti pada ruang sidang.



Gedung Bewan Perwakilan RakyatDaerah 7"
Kulon Progo

3. Sistem Komunikasi

Penggunaan system komunikasi untuk kebutuhan keluar secara otomatis menggunakan

system PABX (Private Automatic Branch Exchange), dimana system ini pada bangunan

Gedung DPRD Kulon Progo ditempatkan pada ruang lobby dan informasi, ruang

pengelola dan ruang petugas penerima tamu. Pada ruang Sidang Paripurna dan Hall

dipasang speker (pengeras suara) sebagai kepentingan informasi jarak jauh dengan

sistim komunikasi diatur oleh operator pada ruang teknis, sedangkan pada ruang sidang

Iainnya sistim informasi diatur secara manual.

4. Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem jaringan alat pemadam kebakaran menggunakan sistim manual dengan alat

pemadam berupa tabung gas halon atau gas CO2. hal ini diterapkan karena bangunan

Gedung DPRD Kulon Progo bukan merupakan Bangunan Tinggi dengan jangkauan

dekat, sehingga tidak perlu diterapkan alat-alat pemadam otomatis seperti hydrant,

springkler atau hoserack selain itu juga akan menekan biaya pemasangan dan

perawatan. Penyediaan jaringan alat-alat pemadam kebakaran ditempatkan pada tempat-

tempat yang mudah terlihat dan mudah dijangkau dalam keadaan darurat yaitu pada

ruang-ruang publik dan ruang-ruang yang memiliki prasarana/ kelengkapan alat kantor

yang mudah terbakar, seperti pada ruang-ruang sidang, ruang perpustakaan dan

dokumentasi, ruang arsip, ruang teknis dan ruang parkir dalam.

5. Sistem Jaringan Air Bersih

Penyediaan air bersih dicapai melalui dua sumber yaitu sumber yang berasal dari

PDAM dan sumber yang berasal dan Air Pompa, dari kedua sumber tersebut ditampung

pada bak penampungan air dan kemudian didistribusikan melalui tabung tower air

kedaerah pendistribusian seperti lvatori, cafeteria, KM/WC, mushola dan ruang-ruang

lain yang membutuhkan.
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Pompa -^ Bak Penampungan

Atas

-> Distribusi

Gbr 3.32 Bagan Distribusi Air Bersih

Sistem Jaringan Air Kotor

Sistem jaringan air kotor merupakan penampungan air-air buangan atau iimbah dari

lavatori dan KM/WC berupa air kotor dan Iimbah padat, mushola berupa air kotor,

dapur dan kafetaria berupa air kotor dan Iimbah lemak ditampung pada bak kontrol

yang kemudian ditemskan ke septiktang dan disalurkan ke sistem drainasi kota yang

terlebih dahulu diproses melalui treatment, dan apabila letak pipa drainase kota lebih

tinggi dari treatment maka pembuangan dilakukan dengan bantuan pompa yang bekerja

secara otomatis.
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BAB IV

KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN

4.1 Konsep Dasar Perencanaan

4.1.1 Konsep Penentuan Site

Konsep penentuan site Gedung DPRD Kulon Progo disesuaikan dengan karakter lokasi

yang merupakan pusat pengembangan kawasan perkantoran di pusat kota administrasi

kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka site yang terpilih berada

di samping jalan Sugiono tepatnya disebelah selatan jalan dilingkungan area perkantoran

dengan luas site ±15,100 nr 12000

128 00

140 00

40 00 Gbr. 4.1 Site Bangunan Gedung DPRD Kulon Progo

68 00

4.2 Konsep Dasar Perancangan

4.2.1 Konsep Kebutuhan Ruang dan Organisasi Ruang

4.2.1.1 Konsep Kebutuhan Ruang

Konsep Kebutuhan ruang Gedung DPRD Kulon Progo didasarkan pada kelompok fungsi

pengguna yaitu fungsi publik, semi publik, prifat dan servis dengan pembagian pada
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kelompok pengguna yang terdiri dari anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD yang

dikelompokan menjadi satu kelompok menurut fungsi kegunaan.

Adapun kebutuhan dan besaran ruang ditentukan berdasarkan :

1. Kegiatan yang diwadahi

2. Jumlah pemakai

3. Besaran ruang

Tabel 4.1 Kebutuhan Ruang Publik

Kebutuhan Ruong Unit Kapasitas Resoran Ruang (nv)

R. Sidang Paripurna 1 200 orang 312,5

Hall 1 260 orang 487,5

Parkir

Parkir dalam 1 80 motor, 40 mobil 720

Parkir luar 1 150 mtr, 60mbl,3bis 1360,8

Lobby/ R. Informasi 1 150 orang 209

R. Peny. Pendapat 1 50 orang 150

Taman Menyesuaikan - -

Tabel 4.2 Kebutuhan Ruang Semi Publik

Kebutuhan Ruang Unit Kapasitas Besaran Ruang (nv)

R. Transit 1 12 orang 36

R. Sidang Fraksi I @ 12 orang 72

R. Sidang Risalah 1 14 orang 42

R. Sidang Komisi 1 @ 12 orang 72

R. Tamu 4 @ 5 orang 50

R. Pers 2 @ 5 orang 37,5

Gasrasi 5 @ 1 mobil 60
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Tabel 4.3 Kebutuhan Ruang Prifat

Kapasitas Besatan Ruang (m5)

R. Ketua Dewan 1 1 orang 30

R. Wakil Ketua 3 @ 1 orang 60

R. Komisi 5 @ 7 orang 280

R. Fraksi 7 @ 5 orang 280

R. Arsip 1 1 orang 16

R. Sekretaris 1 1 orang 25

R. Kepala Bagian 3 @ 1 orang 45

R. Kepala Sub. Bagian 6 @ 1 orang 72

R. Karyawan 3 @ 4 orang 72

R. Staff 6 @ 5 orang 180

R. Risalah 1 2 orang 16

Tabel4.4 Kebutuhan Ruang Servis

Kebutuhan Ruang Unit Kapasitas Resaran Ruang (nv)

Lavatory 9 3 orang 111

KM/WC 2 1 orang 30

Lapangan O. R - -

Mushola 200 orang 130

Perpustakaan 2 Petugas 79

Perbukuan 12 orang

R. Baca 12 orang

Cafetaria 20 orang 140

Dapur 3 orang 24

80

Luas total bangunan Gedung DPRD Kulon Progo dengan sirkulasi adalah 6209,36 m2

maka, kebutuhan lantai atas luas bangunan :

KDB (40%) : 6073,6 m2.
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Luas parkir luar :1360,8 m2

Luas kebutuhan ruang : 4848,56 m2.

Maka Gedung DPRD Kulon Progo dapat dibangun dengan 2 lantai dengan luas bangunan

dasar maksimal 6073,6 m2 dan luas sisa 136,76m2, dengan pertimbangan pemanfaatan

lahan maka perencanaan bangunan dimaksimalkan pada semua lantai dengan sisa lahan

sebagai area pengembangan bangunan.

4.2.1.2 Konsep Hubungan Ruang

Anggota DPRD

Prifat

Publik

Langsung

Tidak langsung

Semi Publik

Sekretariat DPRD

Prifat

Semi Publik Publik

Servis

Gbr 4.2 Bagan Hubungan Ruang

Masa Bangunan untuk Kelompok
Sekretariat DPRD

Masa Bangunan untuk Kelompok
Anggota DPRD

Gbr. 4.3 Pembagian Kelompok Masa
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"1
Sekretaris R. Fraksi Ketua DPRD

R. Kabag R. Tamu/Pers Lavatori Wakil Ketua

R. Kasubag

R. Staff R. Karyawan
1

R. Sidang Risalah

R. Komisi

R. Sidang Komisi R. Sidang Fraksi

Mushola Lapangan OR — Kantin Dapur

Gbr. 4.4 Bagan Organisasi Ruang
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4.2.2 Konsep Perletakan Tata Masa

Konsep tata masa yang dapat mengungkapkan kesan keterbukaan dan kewibawaan serta

kontektual dengan arsitektur tradisional diciptakan melalui :

1. Penyusunan Masa secara Kluster

Bentuk komposisi dasar masa terdiri dari kelompok susunan masa kluster yang

terbentuk dari hasil pencerminan masa pada garis keseimbangan serta masa cekung



©
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yang dikeml b )an dengan penambahan dan pengurangan bentuk yang dipengaruhi

oleh open space dan bentuk ruang fungsi. Tata masa disusun pada persilangan garis

keseimbangan yang terikat menjadi satu kelompok oleh open space sebagai

pengikat masa secara berkelompok atau kluster.

> **• •.,

open space sbg titik
pusat keseimbangan

Sumbu keseimbangan a
Sbg Garis Pencerminan

Pergeseran masa memberi efek
perspektif pada fasade

terbuka memberi ke ;an terbuka

Garis keseimbangan digeser untuk
menciptakan Pencerminan Masa

Gbr.4.5 Penyusunan Masa

Perletakan pada Keseimbangan Masa

©
Masa Kluster dengan open space
sebagai pengikat kelompok masa

Keseimbangan dicapai dengan menyusun perletakan masa utama secara simetris

bilateral pada dua sumbu keseimbangan. Pertemuan kedua sumbu pada titik

keseimbangan ditegaskan dengan membentuk ruang open space berbentuk lingkaran

yang meyesuaikan pada bentuk peruangan fungsi.

Garis keseimbangan -^^^ Open space sebagai pusat titik keseimbangan
membentuk ruang gerak yg menciptakan kesan
terbuka bagi pengguna

Karakter masa cekung •
membentuk pola ruang
melingkardidepan bangunan
yg memberi kesan menerima
atau terbuka bagi orang lain.

Keselarasan Susunan Masa

Pengontrasan masa sebagai unsur
monumental memberi objek pandang yg
diciptakan dengan meninggikan masa dan
meletakkansimbolbangunan tradisional,

Keseimbangan tata masa
memberi kesan pada pemaknaan
tata masa bangunan tradisional

Gbr. 4.6 Perletakan Masa Joglo

Keselarasan tata masa dalam menciptakan kesatuan bangunan yang utuh dicapai

dengan memadukan tata masa utama melalui perpaduan bentuk yang hampir sama

atau selaras pada lingkup kesatuan bangunan yang diikat oleh open space dan garis
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keseimbangan yang dipadukan dengan bentuk-bentuk masa pengontras untuk

menghilangkan kesan monoton. Dalam mempertegas masa pengontras dicapai

dengan menerapkan masa vertikal diantara gubahan masa-masa horisontal serta

memberikan visual yang berbeda pada masa pengontras dengan meletakkan simbol

bangunan tradisional berupa atap Joglo yang kontras dengan visual masa-masa

Iainnya. Cans Keseimbangan sekaligus
Garis sebagai garis pencerminan

keseimbangan ~-•~~. ^
dan hasil ""*••—

Ruang pegawai Sekretariat — - h...
pencerminan

masa memberi

keselarasan

tatanan masa

dengan
menempatkan Ruang anggota DPRD ——
masa-masa Hirarki tertinggi pada masa utama
Iainnya pada Memberikesan wibawa pd pemakai
sumbu yg tegak
lurus dan Ruang Sidang Risalah ^
diagonal pada Hirarki tertinggi pada ruang
posisi site Memberi kesan wibawa pd aktifitas

Gbr. 4.7 Keselarasan Susunan Masa

4.2.3 Konsep Penataan Ruang Luar

Konsep tata ruang luar pada Gedung DPRD Kulon Progo bertujuan untuk memperoleh

keterpaduan antara massa bangunan dan site yang dipengaruhi oleh :

1. Penzoningan

Penzoningan pada site didasarkan pada kelompok kegiatan, antara lain .

a. Kegiatan publik yang terdiri dari kegiatan demonstrasi, sidang paripurna, parkir,

informasi, dan kegiatan pada area taman.

b. Kegiatan semi publik yang terdiri dari kegiatan sidang (fraksi, komisi, risalah),

kegiatan pertemuan meliputi penerimaan tamu dan pers serta kunjungan (pada

ruang transit, dengan ruang pendukung seperti garasi)
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c. Kegiatan prifat seperti aktifitas rutin pada ruang-ruang kerja.

d. Kegiatan servis yang mendukung kegiatan Iainnya.

4.2.4 Konsep Penataan Lanscape

1. Pemilihan jenis vegetasi yang dapat mendukung kesan terbuka dan wibawa.

2. Penataan vegetasi sebagai pengarah alur sirkulasi luar.

3. Penataan vegetasi sebagai pembatas area yang melokasikan fungsi ruang luar.

Ruang SERVIS

Ruang PRIFAT

Ruang SEMI PUBLIK —

Ruang PUBLIK —

Vegetasi sebagai pengarah dan
pembatas ruang sirkulasi

Vegetasi dan sirkulasi sebagai
pembatas area fungsi bangunan
yang merupakan pemaknaan dari
arsitektur tradisional yaitu
pembatasan area

Vegetasi sebagai batas site

^ *£*• V %• at* ,%e 14JJL-*-

• •••'

Gbr.4.8 Penzoningan dan Penataan Lanscape

2. Penataan sirkulasi ruang luar dan pencapaian ke bangunan.

Sirkulasi diluar bangunan meliputi sirkulasi kendaraan pengunjung (masyarakat dan

pers), kendaraan pengguna (anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD).

a. Entrance untuk kendaraan (masuk) dan pintu keluar kendaraan disearahkan

dengan arah sirkulasi kendaraan pada jalan utama.

b. Sirkulasi dibedakan menjadi dua, yaitu sirkulasi kendaraan dan sirkulasi pejalan

kaki untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan.
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Akses kendaraan dibedakan menjadi dua yaitu akses pengunjung/ tamu

diarahkan ke area parkir luar sedangkan bagi pengguna diarahkan ke area parkir

dalam.

Pencapaian menggunakan konsep sirkulasi secara langsung untuk memudahkan

akses sirkulasi dan memperlancar proses kegiatan.

Parkir dalam

Lingkup sirkulasi
pejalan kaki

Parkir luar

Arah sirkulasi kendaraan

I J> Arah pencapaian pejalan kaki

' j^> Arah pencapaian kendaraan pengunjung
I, • v,„:-^> Arah pencapaian kendaraan pengguna

Jalan Sugiono
/

Gbr. 4.9 Pencapaian dan Sirkulasi Ruang Luar

3. Penempatan arah orientasi dan tata letak bangunan

a. Bangunan diarahkan ke arah jalan Sugiono (arah utara) dan ke arah jalan

lingkungan (arah barat) untuk memudahkan publik untuk bangunan secara

keseluruhan.

Jalan Lingkungan

!UJ\
Gbr. 4.10Orientasi Bangunan Terhadap View dari Luar
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b. Bukaan bangunan diarahkan kesemua sisi bangunan untuk memaksimalkan

sirkulasi udara dalam ruang, serta memaksimalkan bukaan pada sisi utara-

selatan yang dimaksudkan untuk menghindan cahaya langsung dari matahan

yang menimbulkan silau.

c. Bangunan ditempatkan sejauh mungkin dari kebisingan jalan dan polusi udara

disekitar jalan Sugiono dengan memeksimalkan area sepanjang garis sempadan

untuk parkir dan penataan vegetasi sebagai peneduh sekaligus barier kebisingan

dan polusi.

Bangunan digeser beberapa derajatdari

arah orientasi matahari sehingga

terhindar dari sinarmatahari langsung

Vegetasi sebagai barier-
untuk mereduksi kebisingan
dan polusi

Matahari terbit \ Matahari terbenam
i

Jalan Sugiono

*| 0^0^0tf 0^ Jl%!%<H 0% 4% $\

Gbr. 4.11 Orientasi Bangunan Terhadap sinarmatahari

4.2.5 Konsep Penataan Ruang Dalam

4.2.5.1 Konsep Penataan Ruang Demonstrasi (HALL)

Dalam kegiatan ini pergerakan demonstrans diarahkan secara sequence (berurut) yaitu dari

pintu masuk area gedung menuju tempat parkir pengunjung atau langsung menuju hall,

disini (hall) kegiatan demonstrasi dilakukan dari orasi sampai penerimaan wakil

demonstrans yangdilanjutkan diskusi dengan pihak DPRD di ruang penyampaian pendapat,

kegiatan diskusi dari wakil demonstrans dan pihak DPRD ini merupakan klimaks dari

kegiatan demonstrasi dengan ending diarahkan ke area parkir pengunjung atau arah keluar

gedung.
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X

Alur gerak kegiatan .--%"'* *

ENDING

^^^^bRuang pengamatan

*
IN

__l Ruang Ruangpeny. pendapat
penerimaan

out

1fl fl n F
^" ~"-s HALL

t AREA PARKIR ,

Gbr. 4.12 Arah gerak kegiatan Demonstrasi

Ruang-ruang yang dibutuhkan pada kegiatan demonstrasi adalah .

1. Hall

Hall merupakan ruang kegiatan demonstrasi dilaksanakan, penempatan hal

diletakkan di halaman depan bangunan agar mempenTiudah pencapaian dan

pertimbangan pada faktor keamanan. Letak ruang ini lebih rendah dari site untuk

memudahkan bagian keamanan dalam mengamati dan mengatur jalannya kegiatan,

2. Panggung Orasi

Penempatan Panggung Orasi lebih tinggi dari lantai hall dan dapat terpantau jelas

dari ruang pengamatan.

3. Ruang Pengamatan

Ruang pengamatan berada didalam bangunan dengan ketinggian lantai yang dapat

>mempennudah pengamatan pada kegiatan demonstrasi dan dipertimbangkan faktor

keamanannya.

4. Lavatori dan Ruang Servis Iainnya

^^^r^r-m,^! "f'u • _- " R^ang Pengamatan dengan sudut pandang
1 * ^m*r r~r~ "^"""W" *'1^"i*iF;lE»»- *, rneiinqkupi R. Hall dan Panggung Orasi

^^4^7&r^"- panggung urasi

, i .»-.— Hal! diletakkan lebih rendah dari site

* ".s' . "- ^''j/rtf untuk memudahkan pengamatan dan
y%\, f • _f - £ \ t. lAontrol keamanan

,' - jr ^_.«. ^J _ ^fea gagjan |<;earnanan

Gbr. 4.13 Sketsa Penerapan Ruang Demonstrasi
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4.2.5.2 Konsep Ruang Sidang Paripurna

Pergerakan pengunjung diarahkan dari pintu masuk ke area parkir luar bangunan menuju

Lobby dan dilanjutkan ke ruang Sidang Paripurna.

Pers
k. '.nocjr-q

Gbr. 4.14 Arah Gerak Kegiatan SidangParipurna

Ruang sidang paripurna terletak diarea publik (didepan bangunan) dengan dua lantai

bangunan menggunakan void pada ruang pesertayang dibagi dalam kelompok:

1. Pengunj ung (masyarakat)

Ruang untuk pengunjung diletakkan pada lantai 2 terpisah dari kelompok peserta.

2. Peliput berita (pers)

Ruang pers diletakkan dibawah ruang pengunjung menghadap mimbar pimpinan.

3. Peserta (anggota DPR dan Eksekutif)

Ruang peserta terletak pada lantai dasar ruang sidang paripurna.

4. Mimbar pimpinan sidang

Mimbar pimpinan adalah ruang berupa panggung memanjang yang ditinggikan

menghadap pada peserta sidang.

5. Ruang Pengelola (R. Mixer, keamanan datf naiiiiis)-*^

Ruang mixer.

Ruang Dc-r"

Ruang Pengunjun

Mimbar Pimpinan Sidang

Ruang Peserta Sidang;

"5 ,aS -Sg_ -^-.^pMWtpWK

Gbr. 4.15 Sketsa Penerapan Ruang Sidang Paripurna
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4.2.5.3 Konsep Ruang Sidang

Ruang sidang terletak pada area ruang semi publik yang berhubungan langsung dengan

ruang-ruang prifat anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dengan susunan ruang secara

kluster, ruang sidang terdiri dari:

1. Ruang Sidang Fraksi

Ruang Sidang fraksi terletak pada kelompok ruang semi publik yang berhubungan

langsung dengan ruang fraksi, ruang ketua DPRD dan ruang sidang risalah

2. Ruang Sidang Komisi

Ruang Sidang Komisi terletak pada kelompok ruang semi publik yang berhubungan

langsung dengan kelompok ruang prifat seperti ruang komisi, ruang ketua DPRD,

ruang wakil ketua dan ruang sekretariat.

3. Ruang Sidang Risalah

Ruang sidang risalah terletak diantara ruang prifat dan ruang semi publik dengan

pencapaian secara langsung yang merupakan ruang utama dari semua kegiatan

persidangan. Ruang sidang Risalah diletakkan dipusat bangunan sebagai pengikat

ruang-ruang Iainnya dengan penerapan hirarki tertinggi pada lantai bangunan.
peserta

A
Ruang Sidang Risalah

peserta <- -> peserta

V

Gbr. 4.16 Hirarki Kewibawaan pada Ruang Sidang
peserta

Gbr. 4.17 Hubungan dan Interaksi Peserta Sidang secara ber-kelompok
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4.2.5.4 Konsep perletakan Ruang Parkir

Pada Gedung DPRD Kulon Progo ruang parkir dibagi menjadi dua yaitu :

1. Perletakan Ruang Parkir Pengunjung

Ruang Parkir untuk pengunjung diletakkan didepan bangunan untuk memudahkan

pencapaian dan memperlancar kegiatan yang melibatkan pengunjung seperti

kegiatan demonstrasi dan sidang paripurna dengan pencapaian langsung dari pintu

masuk ke dalam area parkir.

2. Perletakan Ruang parkir Pemakai (anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD)

Ruang Parkir untuk pemakai diletakkan didalam bangunan (semi Basement) dengan

pencapaian secara langsung dan pintu masuk, hal ini didasarkan atas pertimbangan

keamanan bagi kendaraan pemakai (anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD)

pada saat kegiatan demonstrasi atau sidang paripurna berlangsung

Kendaraan

Pengguna PARKIR DAI.AM

Putfu masuk

Kendaraan

Pengunjung PARKIR 1AJAR

br. 4.18 Arah Pencapaian Kendaraan

PARKIR DAI AM
Area parkir unluk
pengguna

PARKIR IAJAR —

Area parkir unluk
pengunjung

Pohon Peneduh

£soJ?

# # # m' #

Gbr.4.19Pengelompokan Area Parkir

Sirkulasi pejalan kaki pel area parkir

Area parkir

Gbr.4.20 Sketsa PenerapanRuang Parkir Luar
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4.2.6 Konsep Perletakan Sirkulasi

4.2.6.1 Konsep Perletakan Sirkulasi Ruang Luar

Sirkulasi ruang luar diletakkan untuk menghubungkan gerak kegiatan antar kelompok

ruang yang dicapai secara linier dengan pencapaian secara langsung antara lain :

I Sirkulasi antar ruang fungsi dengan karakter bentuk melingkar yang membatasi area

ruang fungsi dan berhubungan langsung dengan sirkulasi utama bangunan yang

menghubungkan antar masa dengan tingkat keterbukaan sedang (menggunakan

penutup atap tanpa dinding)

2. Sirkulasi utama memiliki karakter bentuk linear terpusat dengan crossing sirkulasi

di pusat bangunan yang menghubungkan antar sirkulasi lingkar dengan tingkat

keterbukaan penuh (tanpa atap dan dinding penutup)

Sirkulasi ruang servis

Sirkulasi ruang prifat
Sirkulasi ruang semi publik

Sirkulasi ruang publik

Sirkulasi ruana Utama

4.2.6.2 Konsep Sirkulasi Ruang Dalam

Sirkulasi ruang dalam dimaksudkan untuk menghubungkan gerak kegiatan antar kelompok

kegiatan dalam bangunan yang dicapai secara linier dengan beberapa jalur skunder menuju

pada sirkulasi primer yaitu :

1. Sirkulasi skunder dengan pencapaian langsung pada sirkulasi primer yang memiliki

tingkat keterbukaan rendah (sirkulasi diantara dinding ruang tanpa bukaan penuh)

2. Sirkulasi primer menghubungkan ruang-ruang utama yang bersilangan dengan

sirkulasi skunder dengan tingkat keterbukaan sedang (sirkulasi diantara dinding

ruang dengan bukaan penuh).

Gbr. 4.21 Perletakan Sirkulasi Ruang Luar
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4.2.7 Konsep Pembentukan Fasade Bangunan

Konsep fasade bangunan yang dapat menciptakan kesan terbuka dan wibawa serta

kontektual dengan arsitektur Joglo dicapai dengan :

1 Pengolahan garis dan bentuk pada bangunan yang dilakukan dengan mengekspose

struktur yaitu dengan penonjolan struktur dari ikatan kolom dan balok diluar

dinding sehingga memberi kesan kuat, dinamis dan wibawa.

2. Mengoptimalkan dan mengolah bukaan secara tegas pada permukaan bangunan

dengan menggunakan screening atau shading serta dominasi bahan transparan pada

wajah bangunan sehingga mempertegas bentuk bukaan yang memberi kesan
terbuka.

3. Mengunakan simbolisasi bangunan Joglo dengan metode preseden yang dapat

mewakili identitas bangunan tersebut dengan meletakkan atap model joglo pada

masa pengontras dan penggunaan ornamen tradisional untuk menimbulkan objek

pandangan.
Simbolisasi menggunakan Metode Preseden
dgn merubah skalaketinggian atap

Kolom sbg shading dan screening
mempertegas bentuk bukaan

-ft- *

a- "i i.

*

i'l ~mii
i - -

rrii

Gbr.4.22Fasade Bangunan

if
m

Simbolisasi ciri utama bangunan tradisional
' memberi identitas bangunan pada lokasi

Optimaiisasi bukaan pada masa
memberi kesan terbuka, ^.^

Ekspose struktur membentuk fasade :Wi
den memberi Kesan kuat dan vwbasva

•v \

Simbolisasi menggunakan Metode Preseden
dgn merubah bentuk as!i dari kuncungan —

4. Penempatan masa yang memberi makna mengundang atau terbuka secara tepat

pada fasade utama sebagai objek entrance bangunan sehingga keterbukaan benar-

benar dapat terekspresikan lewat fasade.
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5. Penggescran masa bangunan untuk memberikan cfck perspektif sehingga bangunan
yang ada dibelakangjuga terlihat.

Pergeseran bangunan memberi efek _
perspektif dari arah sudut dan arah
depan bangunan

Penempatan masa cekung dibagian —
depan bangunan mempertegas kesan
mengundang

'// ttt
Gbr. 4.23 Arah Bangunan

4.2.8 Konsep Struktur

Konsep struktur pada Gedung DPRD Kulon Progo yang sesuai dengan bangunan gedung

perkantoran dan dapat menciptakan kesan terbuka dan wibawa serta kontektual dengan
arsitektur Joglo dicapai dengan :

I. Sistem struktur utama menggunakan beton bertulang dengan kolom ganda dan
tunggal yang juga berfungsi sebagai shading.

Kolom tunggal

fe»^ t-r '^^ fe»^ *

Koiomganda dengan
bentuk pipih

kolom ganda sebagai shading
\aiig laembmgkai bukaan

Gbr. 4.25 Kolom gandasebagai shading

Gbr. 4.24 Struktur rangka beton bertulang
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2. Sistem atap menggunakan perpaduan atap miring dan datar.

3. Struktur fondasi menggunakan fondasi plat karena bangunan tersebut bukan

merupakan bangunan berlantai banyak sehingga tidak membutuhkan fondasi

sumuran atau fondasi basement seperti pada perencanaan bangunan tinggi.

4.2.9 Konsep Sistem Utilitas

1 Sistem Jaringan Listrik

Secara umum sistem jaringan listrik memiliki dua sumber utama yaitu PLN dan sumber

listrik dari Genset. Jaringan listrik pada Gedung DPRD Kulon Progo ini menggunakan

dua sumber listrik dengan sumber utama diambil dari PLN dan sumber cadangan
diambil dari Genset.

PLN Meteran Listrik Beban ListrikSekring

Main Panel Beban Listrik

J
Beban ListrikoeKTiny

Gbr.4.26Bagan Pendistribusian Listrik

Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan yang akan diterapkan dalam bangunan Gedung DPRD kulon Progo
adalah :
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a. Penghawaan Alami

Pada bangunan Gedung DPRD Kulon Progo penghawaan alami menjadi sistem

penghawaan utama, dengan bantuan pengoptimalan bukaan-bukaan pada bangunan.

Dasar dari pertimbangan penghawaan alami adalah :

Menghindari udara langsung

!"Pengaturan elemen shading dan barier dari penataan vegetasi diluar
i ^^jjaflffinan untuk mengarahkan aliran udara.

•',-; Menghindari aliran udara silang.

rSLTatgT Pcn8aturan tingg» rendah dan besaran bukaan untuk mengatur
keluar masuknya udara dalam ruangdengan aliran searah.

b. penghawaan Buatan

Penghawaan buatan diterapkan pada ruang-ruang publik yang membutuhkan suplai

udara tambahan serta pengaturan kelembaban dan suhu pada ruang-ruang tertentu

karena kepadatan penggunanya dengan sistem AC unit. Hal ini diterapkan dalam

tujuan mendapatkan kenyamanan pada pemakai di dalam ruang, seperti pada ruang
sidang Paripurna.

Sistem Komunikasi

Penggunaan system komunikasi untuk kebutuhan keluar secara otomatis menggunakan

system PABX (Private Automatic Branch Exchange), dimana sistem ini pada bangunan

Gedung DPRD Kulon Progo ditempatkan pada ruang lobby dan informasi, ruang
pengelola dan ruang petugas penenma tamu. Pada ruang Sidang Paripurna dan Hall

dipasang speker (pengeras suara) sebagai kepentingan informasi jarak jauh dengan
sistim komunikasi diatur oleh operator pada ruang teknis, sedangkan pada ruang sidang
Iainnya sistim informasi diatur secara manual.
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Sistem Pemadam Kebakaran

Sistem janngan alat pemadam kebakaran menggunakan sistim manual dengan alat
pemadam berupa tabung gas halon atau gas CO2 Penyediaan jaringan alat-alat
pemadam kebakaran ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah terlihat dan mudah

dijangkau dalam keadaan darurat yaitu pada ruang-ruang publik dan ruang-ruang yang
memiliki prasarana/ kelengkapan alat kantor yang mudah terbakar, seperti pada ruang-
ruang sidang, ruang perpustakaan dan dokumentasi, ruang arsip, ruang teknis dan ruang
parkir dalam.

Sistem Jaringan Air Bersih

Penyediaan air bersih dicapai melalui dua sumber yaitu sumber yang berasal dan
PDAM dan sumber yang berasal dari Air Pompa, dan kedua sumber tersebut ditampung
pada bak penampungan air dan kemudian didistribusikan melalui tabung tower air
kedaerah pendistribusian seperti Ivaton, cafeteria, KM/WC, mushola dan ruang-ruang
Iain yang membutuhkan.

PDAM

Sumber Lain

v v

Bak Penampungan

Bawah

_*

Pompa —>| Bak Penampungan
Atas

-> Distribusi

Gbr4.27 BaganDistribusi AirBersih

6. Sistem Jaringan Air Kotor

Sistem jaringan air kotor merupakan penampungan air-air buangan atau Iimbah dan
lavatori dan KM/WC berupa air kotor dan Iimbah padat, mushola berupa air kotor,
dapur dan kafetaria berupa air kotor dan Iimbah lemak ditampung pada bak kontrol
yang kemudian ditemskan ke septiktang dan disalurkan ke sistem drainasi kota yang
terlebih dahulu diproses melalui treatment, dan apabila letak pipa drainase kota lebih
tinggi dan treatment maka pembuangan dilakukan dengan bantuan pompa yang bekerja
secara otomatis.
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